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% DAFTAR MATERI BIMTEK TAHUN 2025 :
BIDANG KEUANGAN DAERAH

BIDANG ASET DAERAH

BIDANG KEPEGAWAIAN

BIDANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
BIDANG PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK
BIDANG PERPAJAKAN

BIDANG TATA NASKAH DINAS & KEARSIPAN

BIDANG PEMERINTAH DESA

. BIDANG KEHUMASAN

10.BIDANG GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK
11.BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH

12.BIDANG PENANAMAN MODAL

13.BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

14.BIDANG BLU , BLUD , PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT
15.BIDANG PENGAWASAN KEUANGAN DAN APARATUR
16.BIDANG ENERGI DAN PERTAMBANGAN

17.BIDANG SATPOL PP

18.BIDANG GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM GIS
19.BIDANG KEBENCANAAN

20.BIDANG UMKM & PEREKONOMIAN DAERAH
21.BIDANG PRODUK HUKUM

22.BIDANG PARIWISATA

23.BIDANG KEPENDUDUKAN

24.BIDANG PERHUBUNGAN
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HUBUNGI KAMI

25.BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 32. BIDANG PERBANKAN & JASA KEUANGAN

26.BIDANG KETAHANAN PANGAN
27.BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
28.BIDANG PERTANAHAN
29.BIDANG TATA RUANG KOTA
30.BIDANG KELAUTAN & PERIKANAN
31.BIDANG BUMN DAN BUMD

4+ TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK TAHUN 2025 :

1. JAKARTA 11. LOMBOK
2. BANDUNG 12. BATAM

3. BOGOR 13. MAKASSAR
4. SEMARANG 14. MANADO

5. YOGYAKARTA 15. MEDAN

6. SOLO 16. LAMPUNG

7. SURABAYA 17. PALEMBANG
8. MALANG 18. BANJARMASIN
9. KOTA BATU MALANG 19. PEKANBARU
10. BALI 20. SAMARINDA

21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.
27.
28.
29.

BALIKPAPAN
ACEH
JAYAPURA
MERAUKE
TIMIKA
SORONG
MANOKWARI
NABIRE
PALANGKARAYA
PONTIANAK

33. BIDANG K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA)

30. KUPANG
31.DLL
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L J PUSAT KONSULTASI INDONESIA

AKTA PENDIRIAN NOTARIS NO. 219 TANGGAL 20 JULI 2023
—_— SK NOMOR INDUK BERUSAHA 0SS (NIB) NOMOR : 1408230101333
PUSAT KONSULTASI SK KEMENKUM & HAM RI NOMOR : AHU-0006516.AH.01.07 TAHUN 2023

Nomor : 001/ Jadwal Bimtek-PKMI/2025
Perihal : Jadwal Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun 2025

Kepada Yth,
v"  Sekretaris Daerah/DPRD
v" Kepala Dinas/Badan/Kantor/PMD/UPT(D)/Balai
v" Direktur PDAM/BUMN/BUMD/RSUD/BLU(D)
v" Provinsi/Kabupaten/Kota
Di - Tempat

Dengan Hormat,

Dengan Ini Kami Lampirkan Jadwal Seluruh Tema/Bidang & Tempat Pelaksaan Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2024,
Kami Dari PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN INDONESIA (PKMI) Terdaftar di SK KEMENKUM & HAM RI NOMOR : AHU-
0006516.AH.01.07 TAHUN 2023, Sebagai Dasar Legalitas Pelaksana Bimbingan Teknis Yang Resmi, Kami Akan
Menyelenggarakan Beberapa Kegiatan Bimtek/Pelatihan Di Beberapa Kota/Daerah (Materi Dan Jadwal Terlampir) :

#% Biaya Kontribusi Pendaftaran Per-Peserta (Jakarta, Bogor, Bandung, Yogykarta, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Batu
Malang, Bali, Lombok, Batam, Makassar, Manado, Medan, Lampung, Palembang, Aceh, Jayapura, Merauke, Sorong,
Manokwari, Nabire, Banjarmasin, Pekanbaru, Palangkaraya, Pontianak, Timika, Balikpapan & Samarinda) Sebesar :

1. Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /Peserta Tidak Menginap

(Makan Siang Dan Coffee Break 2x Selama Acara Bimtek Berlangsung)
2. Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) /Peserta Menginap 3 Malam

(Include Sarapan Pagi, Makan Siang & Makan Malam Selama Menginap) 1 Kamar Untuk 2 Orang (Twin Sharing)
3. Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) /Peserta Menginap 3 Malam

(Include Sarapan Pagi, Makan Siang & Makan Malam Selama Menginap) 1 Kamar Sendiri

(Single Bad)

Note : *** 3 Orang Peserta Sudah Bisa Kami Selenggaran Dengan Kelas Pivat Sesuai Tempat Dari Panitia Penyelenggara
Dan Juga Bisa Request Tema Bimtek Yang di Butuhkan.

Untuk Informasi Selengkapnya, Dapat Menghubungi Sekretariat/Panitia LPPM. Pendaftaran Peserta Dialamatkan Ke

Sekretariat Penyelenggara Sdri. Salsa Salbila, Telp. 021 2244 2382 Fax. 021 2244 2382 Hp/Wa : 0822 1103 9652 & 0822 4629
2298, Demikian Jadwal Bimtek Ini Kami Sampaikan, Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Dibuat di : Jakarta

e 'ﬁL

PUSAT KONSULTASI INDONESIA

Sekretariat : JI. Y2 No.12 RT 05 RW 10, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Telp. : 021 22442382, Handphone & Whats App 0822 1103 9652 & 0822 4629 2298, Email : info.pkmijkt@gmail.com
Website : www.pkmidiklat & www.pkmibimtek.id
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MATERI KEUANGAN DAERAH 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025

1. BIMTEK SIPD - RI SERTA RENCANA KERJA SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD)

2. BIMTEK IMPLEMENTASI KEPMENDAGRI NO. 900.1.155-3406 TAHUN 2024 - TENTANG
HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI,
KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH

3. BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI)

4. BIMTEK PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH TERINTEGRASI SIPD R

5. BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD).

6. BIMTEK IMPLEMENTASI SIPD AKLAP IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

7. BIMTEK PEDOMAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH (SIPD — RI).

8. BIMTEK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2023

9. BIMTEK SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) SERTA PENERAPAN APLIKASI
F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH.

10.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET
DAERAH BERBASIS APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD.

11.BIMTEK PENERAPAN APLIKASI F-MIS DAN CMS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH.

12.BIMTEK PENYUSUNAN DAN PANATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL

13.BIMTEK IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA APLIKASI FIMS
(SIMDA N-G).

14.BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL
REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS
AKRUAL

15.BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN
ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA
PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA

16.BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN APBD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2022.

17.BIMTEK SIKU (APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN) (K/L/BLU)



https://rifil.co.id/2024/07/05/aplikasi-siku-aplikasi-sistem-informasi-keuangan-kementerian-lembaga-badan-layanan-umum/

+ TEMA BIDANG BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025

18.BIMTEK SOSIALISAS| UNDANG — UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
(UU. HKPD 2022).

19.BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77/2020.

20.BIMTEK MEKANISME TRANSFER DAU DARI PUSAT KE DAERAH

21.BIMTEK STRATEGI MENGAHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR
AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) SERTA TEKNIS SISTEM PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.

22.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA STRATEGIS
MENGHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN.

23.BIMTEK AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) DALAM KERANGKA
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN STRATEGI
PEMERIKSAAN SERTA PENGAWASAN KEUANGAN DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH.

24.BIMTEK PEMBERIAN SUMBER PENERIMAAN DAERAH BERUPA PAJAK RETRIBUSI
BERDASARKAN UNDANG — UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN
KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD
2022).

25.BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) BERDASARKAN UNDANG —
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (UU. HKPD 2022).

26.BIMTEK IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD)
SESUAI PERMENDAGRI NO. 56 TAHUN 2021

27.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM
PERBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL.

28.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2023 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 81 TAHUN 2022.

29.BIMTEK PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI DAERAH DAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN DAERAH

30.BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN SERTA PROSES AKUNTANSI
BAGI PA,PPTK,PPK DAN BENDAHARA BERDASARKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR
77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

31.BIMTEK SIMKU (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN

32.BIMTEK E-AUDIT / SIMWAS (APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN
/ AUDIT INTERNAL)



https://rifil.co.id/category/aplikasi/pengawasan-audit-internal/1-simwas-aplikasi-sistem-informasi-manajemen-pengawasan-audit-internal/
https://rifil.co.id/category/aplikasi/pengawasan-audit-internal/1-simwas-aplikasi-sistem-informasi-manajemen-pengawasan-audit-internal/

+ TEMA BIDANG BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025

33.BIMTEK STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN
PERPRES NOMOR 53 TAHUN 2023

34.BIMTEK PENERAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).

35.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAGI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, PPK SKPD, PPTK, DAN BENDAHARA SESUAI DENGAN
PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.

36.BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA,
MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN KEUANGAN BENDAHARA
SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERRTANGGUNGJAWABAN
PEMDA.

37.BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020.

38.BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).

39.BIMTEK PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2020.

40.BIMTEK SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019.

41.BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90
TAHUN 2019.

42.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA
PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA.

43.BIMTEK PENERAPAN NO. 119/PMK.02/2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
(SBM) DAN NO. 112/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK).

44.BIMTEK PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.07/2020 PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.07/2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

45.BIMTEK PMK RI NOMOR 212/PMK.07/2022 INDIKATOR TINGKAT KINERJA DAERAH
DAN KETENTUAN UMUM BAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

46.BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD

47.BIMTEK PEMBAHASAN E-REVIU DAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)




+ TEMA BIDANG BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025

48.BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN SESUAI SAP MENUJU OPINI WTP.

49.BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN
YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
KEUANGAN.

50.BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2015 BAGI PENGGUNA ANGGARAN,
KPA, PPK SKPD DAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN SKPKD.

51.BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA OPD/SKPD

52.BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENERIMAAN SERTA PENYAMPAINNYA

53.BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA.

54.BIMTEK AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
(AKLAP) BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD).

55.BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA
ANGGARAN, PPTK,PPK DAN BENDAHARA SERTA MANAJEMEN PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DALAM PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

56.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) DAN LAPORANPENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD).

57.BIMTEK LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR
18 TAHUN 2020 DAN PP. NOMOR.13 TAHUN 2019.

58.BIMTEK TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SERTA TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD/OPD.

59.BIMTEK ROSEDUR ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH/OPD

60.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENSTRA DAN RENJA
SKPD/OPD

61.BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD - RKA SKPD

62.BIMTEK REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) BERBASIS AKRUAL
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2018.

63.BIMTEKPENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH LINGKUP OPD/ SKPD.

64.BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN
ASET DAERAH YANG EFEKTIF.




+ TEMA BIDANG BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025

65.BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA , PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA
KEWAIJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH.

66.BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMET DAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD

67.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD

68.BIMTEK PERPRES 53 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL

69.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET
DAERAH BERBASISAPLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD.

70.BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPRASIONAL SEKOLAH ( BOS ) PADA APBD
PROVINSI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 24 TAHUN 2020.

71.BIMTEK PENGGUNAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL ( SHSR ) DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BERDASARKAN PERPRES NO.33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
REGIONAL (SHSR).

72.BIMTEK MENYUSUN DAN MENYAJIKAN LKPJ DAN LKPD MENJADI LAPORAN
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL.

73.BIMTEK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

74.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

75.BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI
BAGI PEJABAT PPKDAN BENDAHARAWAN SKPD.

76.BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN, SERTA STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA.

77.BIMTEK ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN
ASET, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD SERTA
PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA.

78.BIMTEK TRANSFORMASI PROSES MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL.

79.BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)

80.BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA SKPD.

81.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SAKIP-AKIP & LAKIP SERTA PENYUSUNAN RENSTRA
DAN RENJA SOPD.

82.BIMTEK SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP).




+ TEMA BIDANG BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025

83.BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD.

84.BIMTEK SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD).

85.BIMTEK TATA CARA PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SEBAGAI WUJUD REFORMASI KEUANGAN
DAERAH.

86.BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO.

87.BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD — RI DAN PENYUSUNAN SSH.

88.BIMTEK SISDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA SKPD, SKPKD SERTA
MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RESTRA-SKPD.

89.BIMTEK PENERAPAN SIPD E — PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 17
TAHUN 2021.

90.BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI.

91.BIMTEK TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN UP,GU,TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL.

92.BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA
KEUANGAN.

93.BIMTEK STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS AKRUAL.

94.BIMTEK PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN
YANG TRANSPARAN DAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN
KEUANGAN.

95.BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST.

96.BIMTEK MEKANISME PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN REGULASI TERBARU.

97.BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.

98.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN
MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH.

99.BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN
PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86
TAHUN 2017.




+ TEMA BIDANG BIMTEK KEUANGAN DAERAH 2025

100. BIMTEK PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD).

101. BIMTEK BIMTEK PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH.

102. BIMTEK ANALISA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKPD, KUA,
PPAS, RENJA, RKA DAN RAPBD BERBASIS KINERJA.

103. BIMTEK PELAYANAN PRIMA SERTA PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS ELEKTRONIK.

104. BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI SERTA
ANALISA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI.

105. BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI RLPPD, RKPJ DAN EPPD BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.

MATERI ASET DAERAH 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK ASET DAERAH 2025

1. BIMTEK MANAJEMEN ASET BERBASIS TEKNOLOGI TERPADU

2. BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

3. BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD)
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2024.

4. BIMTEK TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PMK NOMOR 40 TAHUN
2024

5. BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI DAN PELAPORAN
BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2021.

6. BIMTEK IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PP NOMOR 17
TAHUN 2020 SERTA BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN, PENGHAPUSAN DAN
PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

7. BIMTEK MANAJEMEN ASET DAERAH DAN INVENTARISASI ASET DALAM UPAYA
PENGGELOLAAN ASET DAERAH AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET DAN PENGHAPUSAN
ASET SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ASET DAERAH.

8. BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET
DAERAH BERBASIS APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD.

9. BIMTEK PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016 SERTA PENGELOLAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BARANG MILIK DAERAH.




+ TEMA BIDANG BIMTEK ASET DAERAH 2025

10. BIMTEK PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU
PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

11.BIMTEK TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN) SESUAI PERMEN BUMN NOMOR 8 TAHUN 2019 DAN ISO 20400
TAHUN 2017.

12.BIMTEK BARANG MILIK DAERAH (BMD) BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 47 TAHUN
2021.

13.BIMTEK PENATAUSAHAAN BMD/ASET BAGI PENGELOLA BARANG INSTANSI MAUPUN
KANTOR.

14.BIMTEK PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016 DAN METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK
DAERAH BAGI SKPD.

15. BIMTEK PENGELOLAAN ASET DAERAH DAN PENYUSUNAN NERACA ASET.

16.BIMTEK PENGELOLAAN ASET /BARANG MILIK DAERAH SERTA IMPLEMENTASI
AKUNTANSI.

17.BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DAN METODE
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.

18.BIMTEK SISTEM INFORMASI APLIKASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (SIAP-
BMD).

19.BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN
ASET DAERAH YANG EFEKTIF.

20.BIMTEK TATA KELOLA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH SESUAI PP NO.
28 TAHUN 2020 PERUBAHAN PP NO. 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH.

21.BIMTEK PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET DAERAH / BARANG MILIK DAERAH.

22.BIMTEK MANAJEMEN ASET DAERAH DAN INVENTARISASI ASET.

23.BIMTEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA).

24.BIMTEK AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENYUSUTAN ASET TETAP SERTA SISTEM DAN
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

25.BIMTEK DASAR-DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN
ASET DAERAH YANG EFEKTIF

26.BIMTEK PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2018.

27.BIMTEK AUDIT BARANG MILIK DAERAH & BIMTEK SENSUS BARANG MILIK DAERAH

28.BIMTEK TATA CARA DAN TEKNIK PENILAIAN ASET DAERAH.




MATERI KEPEGAWAIAN 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK KEPEGAWAIAN 2025

1. BIMTEK PENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN
RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASN/PNS.

2. BIMTEK SOSIALISASI PERMENPANRB NO 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL

3. BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA BERDASARKAN
KEPMENPAN RB NO. 173 TAHUN 2024

4. BIMTEK PERMENPANRB NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI ASN

5. BIMTEK e-PERSONAL (APLIKASI KEPEGAWAIAN SECARA ELEKTRONIK)

6. BIMTEK e-KINERJA (APLIKASI KINERJA SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA)

7. BIMTEK e-TPP (APLIKASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI SECARA ELEKTRONIK)

8. BIMTEK e-DUPAK (APLIKASI DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT SECARA
ELEKTRONIK)

9. BIMTEK PERKA BKN NOMO 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN
PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

10.BIMTEK PRAKTEK PENYUSUNAN SKP MENGGUNAKAN APLIKASI DAN PRAKTEK
PENYUSUNAN PAK MENGGUNAKA APLIKASI DISPAKATI

11.BIMTEK PRAKTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG
JABATAN FUNGSIONAL (BERDASARKAN PERATURAN BKN RI NO 3 TAHUN 2023 DAN
PERMEN PANRB NO. 1 TAHUN 2023

12.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR
SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN NOMOR 9 TAHUN 2021.

13.BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN PERHITUNGAN ANGKA
KREDIT.

14.BIMTEK PERMENPAN RB NOMOR 6 TAHUN 2022 SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN
SKP DAN PENILAIAN KINERJA

15.BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARA

16.BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL
BERDASARKAN PERATURAN BKN NOMOR 11 TAHUN 2022.

17.BIMTEK PERSIAPAN SELEKSI DAN SIMULASI PRAKTEK TRY OUT MATERI TES P3K
DENGAN METODE CAT

18.BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENPAN NO.3 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN
TALENTA ASN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT.

19.BIMTEK ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN PENYUSUNAN PETA JABATAN
BERDASARKAN PERMEN PAN DAN RB NOMOR 1 TAHUN 2020.



https://rifil.co.id/2024/07/05/aplikasi-e-kinerja-aplikasi-kinerja-secara-elektronik-dan-pembayaran-tunjangan-kinerja/
https://rifil.co.id/2024/07/05/aplikasi-e-kinerja-aplikasi-kinerja-secara-elektronik-dan-pembayaran-tunjangan-kinerja/

+ TEMA BIDANG BIMTEK KEPEGAWAIAN 2025

20.BIMTEK PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA INSTANSI
PEMERINTAH BERDASARKAN PERMEN PAN DAN RB NOMOR 1 TAHUN 2020.

21.BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

22.BIMTEK STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN

23.BIMTEK PENYUSUNAN E-DUPAK SERTA PRAKTEK APLIKASI

24.BIMTEK PENGELOLAAN DAN ANALISA DATA KEPEGAWAIAN

25.BIMTEK SYSTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022.

26.BIMTEK SYSTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH SERTA STRATEGI
PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA
PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH.

27.BIMTEK PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN PERATURAN BKN NOMOR 10 TAHUN 2021.

28.BIMTEK SOSIALISASI PERTURAN BKN NOMER 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BKN NOMOR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).

29.BIMTEK PEDOMAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA INSTANSI DAERAH
BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN 2022.

30.BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020.

31.BIMTEK TEKNIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PP NOMOR
17 TAHUN 2020 SERTA BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN, PENGHAPUSAN DAN
PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

32.BIMTEK OPTOMALISASI PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BIDANG
PERINDUSTRIAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 30
TAHUN 2022.

33.BIMTEK TATA CARA PEMEBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 7 TAHUN
2022.

34.BIMTEK PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).

35.BIMTEK DISIPLIN PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN
2021.

36.BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEDOMAN
PENYUSUNAN SKP SERTA PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR
6 TAHUN 2022




+ TEMA BIDANG BIMTEK KEPEGAWAIAN 2025

37.BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BERDASARKAN PERMENPAN RB NO 17 TAHUN 2021.

38.SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA
PNS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 8 TAHUN 2021 DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2021.

39.BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
2021 BERDASARKAN SE MENPAN RB NOMOR 3 TAHUN 2021 DAN PP NOMOR 30
TAHUN 2019 DENGAN MENGGUNAKAN PRAKTEK APLIKASI INTERNET.

40.BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN SE MENPAN RB NOMOR 8 TAHUN 2021 DAN PP 30 TAHUN 2019
DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INTERNET.

41.BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS BERDASARKAN PERMENPAN
RB NOMOR 8 TAHUN 2021.

42.BIMTEK SOSIALISASI SE KA BKN NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG SASARAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL.

43.BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA
MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN
GOOD PUBLIC GOVERNMENT.

44.BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT)
BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH.

45.BIMTEK MANAJEMEN TALENTA ASN PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLEMENTASI
PERMEN PAN RB NO. 3 TAHUN 2020.

46.BIMTEK TATA CARA PENGISIAN FORMULIR ANJAB & ABK, PENGHITUNGAN TINGKAT
EFESIENSI DAN PRESTASI KERJA JABATAN/UNIT SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB
DAN PETA JABATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SESUAI
PERMENPAN RB NO. 1 TAHUN 2020.

47.BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
BERDASARKAN PERMEN PAN RB NO. 25 TAHUN 2020.

48.BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).

49.BIMTEK PERMENPAN RB NO. 26 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.

50.BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA
PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN.

51.BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
PERATURAN BKN NO.3 TAHUN 2020.




+ TEMA BIDANG BIMTEK KEPEGAWAIAN 2025

52.BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM
PENGEMBANGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA.

53.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA
PEGAWAI (SKP) BERDASARKAN PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 2016.

54.BIMTEK MANAJEMEN RESIKO SPBE / SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERMEN PAN RB NO. 5 TAHUN 2020.

55.BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMDA.

56.BIMTEK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT.

57.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNS) DAERAH.

58.BIMTEK IMPLEMENTASI PP NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO.
11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

59.BIMTEK SOSIALISASI PERKA BKN NO. 2/2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN PENSIUN JANDA / DUDA PNS.

60.BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
SERTA HAK HAK DAN KEWAIJIBAN ASN YAG DIREKRUT MELALUI JALUR PPPK
BERDASARKAN PP NO. 49 TAHUN 2018.

61.BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN
PENGUATAN KINERJA PNS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA,
KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH TERKAIT DENGAN
SISTEM BARU MANAJEMENPENILAIAN KINERJA INDIVIDU / PNS.

62.BIMTEK PENINGKATAN WAWASAN KETERAMPILAN SERTA SIKAP BAGI PNS
MENGHADAPI MASA PRA DAN PASCA PENSIUN.

63.BIMTEK PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS).

64.BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS PENILAIAN KINERJA PRESTASI,
PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP).

65.BIMTEK PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT
AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI ASN
BERDASARKAN PERATURAN BKN NO.4 TAHUN 2020.

66.BIMTEK MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH.

67.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL.

68.BIMTEK ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT.

69.BIMTEK TATA CARA DAN PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN
SESUAI PERATURAN BKN NOMOR 8 TAHUN 2019.




+ TEMA BIDANG BIMTEK KEPEGAWAIAN 2025

70.BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN
PENGUATAN KINERJA PNS.

71.BIMTEK MANAJEMEN KINERJA PNS DAN PENILAIAN KINERJA PNS BERDASARKAN PP
NOMOR 30 TAHUN 2019.

72.BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (SKP)
DALAM PP 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN ANALISIS
JABATAN (ANJAB) BAGI PNS.

73.BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA PNS.

74.BIMTEK DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSIONAL
DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI.

75.BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN
PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/ PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/
LEMBAGA/ INSTANSI.

76.BIMTEK STANDAR PELAYANAN PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS).

77.BIMTEK PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM CHANGE CONFLICT
MANAGEMENT DAN JOB COMPETENCY.

78.BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA.

79.BIMTEK PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA.

80.BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA.

81.BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL.




+ TEMA BIDANG BIMTEK SOSIALISASI PENGADAAN BARANG JASA 2025

1. BIMTEK AUDIT TERHADAP KESIAPAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM YANG MENGACU
KEPADA INPRES NO.2 TAHUN 2022 PADA PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH

2. BIMTEK TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA TAHAP PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN PBJ

3. BIMTEK SOSIALISASI PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN
BARANG JASA PEMERINTAH ATAS PERUBAHAN PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH.

4. BIMTEK E-PROCUREMENT (APLIKASI DAN IMPLEMENTASI)

5. BIMTEK PURCHASING GOVERNANCE DI DALAM GCG

6. BIMTEK PBJ BLUD SEKTOR KESEHATAN PEDOMAN DAN KAJIAN INTERNAL PENGADAAN
BARANG/ JASA BLUD SEKTOR KESEHATAN

7. BIMTEK PTK 007 REVISI 5 TAHUN 2023 & PERHITUNGAN TKDN, BMP, PREFERENSI
HARGA & HEA DI LINGKUNGAN SKK MIGAS

8. BIMTEK IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6 (E-KATALOG V.6)

9. BIMTEK CARA MEMBUAT ESTIMASI TKDN

10.BIMTEK PERPRES NOMOR 116 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA.

11.BIMTEK E-PURCHASING DAN E-KATALOG DALAM PROSES PENGADAAN DAN
PENERAPAN E-KATALOG LOKAL (PROSEDUR PENYELENGGARAAN E-KATALOG
LOKAL/DAERAH

12.BIMTEK PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS, HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) DAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

13.BIMTEK OKUPASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

14.BIMTEK TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN,
TATA KELOLA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA SOSIALISASI PERPRES
TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH BERDASAKAN PERPRES NOMOR
12 TAHUN 2021

15.BIMTEK TRANSPARANSI DAN KREDIBILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
BUMN

16.BIMTEK SISTEM PENERAPAN PTK DAN TKDN TERBARU SEBAGAI PEDOMAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

17.BIMTEK TEKNIK PERHITUNGAN TKDN DAN PENERAPANNYA PADA SETIAP TAHAPAN
PBJ
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18.BIMTEK PENGHITUNGAN PE3DN DAN TKDN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH

19.BIMTEK PENERAPAN TINGKAT KOMPENEN TKDN PADA PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH

20.BIMTEK PERCEPATAN PENINGKATAN PENGGUNAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
TKDN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

21.BIMTEK PENYUSUNAN KERTAS KERJA REVIU HPS PEKERJAAN KONSTRUKSI DAK FISIK
(PEDOMAN BAGI AUDITOR,PPK,POKJA PEMILIHAN)

22.BIMTEK PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
BERDASARKAN PERATURAN LKPP NOMOR 11 TAHUN 2021

23.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN
PERATURAN LKPP NOMOR 6 TAHUN 2021.

24.BIMTEK PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN LKPP
NOMOR 4 TAHUN 2022.

25.BIMTEK PEDOMAN ANALISIS HARGA SATUA PEKERJAAN (AHSP) BIDANG UMUM
BERDASARKAN PERMEN PUPR NOMOR 1 TAHUN 2022.

26.BIMTEK PEDOMAN PELAKSANAAN TENDER/INTERNASIONAL BERDASARKAN
PERATURAN LKPP NOMOR 10 TAHUN 2018

27.BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN LKPP NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN LKPP NOMOR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KATALOG
ELEKTRONIK.

28.BIMTEK STRATEGI MANAJEMEN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECTOR KESEHATAN OLEH BLU/BLUD BERDASARKAN PERPRES NOMOR 12 TAHUN
2021.

29.BIMTEK PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SWAKELOLA.

30.BIMTEK KONFIRMASI STATUS WAIJIB PAJAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN LKPP NOMOR 5 TAHUN 2020.

31.BIMTEK SOSIALISASI ATAS PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG & JASA PEMERINTAH.

32.BIMTEK IMPLEMENTASI SPSE VERSI 4.5 SESUAI SESUAI PERPRES NO. 12 TAHUN 2021 &
PER LKPP NO. 12 TAHUN 2021

33.BIMTEK PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

34.BIMTEK STRATEGI MENGHADAPI AUDIT DAN PEMERIKSAAN ATAS PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

35.BIMTEK PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENGADAN BARANG & JASA PEMERINTAH
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36.BIMTEK INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG JASA
PEMERINTAH MELALUI TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF.

37.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG
DILENGKAPI DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DAN AUDIT
PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

38.BIMTEK PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH.

39.BIMTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DENGAN SWAKELOLA.

40.BIMTEK TEKNIK PENYUSUNAN SOP ULP KLDI.

41.BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI ANGGOTA POKJA PEMILIHAN/ULP

42.BIMTEK PENGADAAN BARANG JASA DI SEKTOR BUMN/BUMD/BLU SESUAI PERPRES
NOMOR 12 TAHUN 2021.

43.BIMTEK PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

44.BIMTEK PENGADAAN LANSUNG JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN PMPUPR NO 14
TAHUN 2020.

45.BIMTEK JASA KONSTRUKSI BAGI TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN.

46.BIMTEK MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH TANPA TENDER.

47.BIMTEK IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE)
VERSI 4.3.

48.BIMTEK SOSIALISAS| PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN
PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 DENGAN PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN.

49.BIMTEK SOSIALISASI TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN ( SIRUP ).

50.BIMTEK STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN, PERENCANAAN,
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA
PENGELOLAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS E-BUGDETING.

51.BIMTEK EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI BERDASARKAN
PMPUPR NOMOR 14 TAHUN 2020.

52.BIMTEK PERATURAN PERMENPAN RB NOMER 29 TAHUN 2020 TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

53.BIMTEK HUKUM KONTRAK DAN TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK SERTA PENYUSUNAN
DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.
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54.BIMTEK E-PURHCASING DAN PENGADAAN TANPA PROSES LELANG (PENGADAAN
LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH).

55.BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 DAN PERPRES
NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

56.BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASAKAN PERATURAN PERMENPAN RB
NOMOR 29 TAHUN 2020.

57.BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI PENYUSUNAN SPESIFIKASI TEKNIS, HPS/OE DAN
KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

58.BIMTEK TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN) SESUAI PERMEN BUMN NO. 8 TAHUN 2019 DAN ISO 20400 TAHUN
2017.
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+ TEMA BIDANG BIMTEK PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK 2025

1. BIMTEK SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 5 TAHUN 2024

2. BIMTEK PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SEBAGAI
KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

3. BIMTEK PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK MENUJU PELAYANAN PRIMA
(EXCELLENT SERVICE) DAN BERKUALITAS.

4. BIMTEK E-IKM (APLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK)

5. BIMTEK E-DUMAS (APLIKASI PENGADUAN MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK)

6. BIMTEK PENGUATAN TUGAS - TUGAS KEPALA DAN SEKRETARIS ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

7. BIMTEK TATA CARA KOMUNIKASI SECARA EFEKTIF DALAM PELAYANAN PRIMA SERTA
ADMINISTRASI PERSURATAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT

8. BIMTEK PELAYANAN RUMAH TANGGA PIMPINAN PADA ERA MODERNISASI

9. BIMTEK PENATAKELOLAAN BAGIAN UMUM RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI/KOTA/KABUPATEN.

10. BIMTEK PENINGKATAN SDM STAF RUMAH TANGGA BAGIAN PROTOKOLER DAN
BAGIAN SARANA PRASARANA.

11.BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN
PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 86
TAHUN 2017.

12.BIMTEK PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN BAGI INDUSTRI RUMAH TANGGA
PANGAN

13.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS ( PPID ) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

14.BIMTEK PENERAPAN SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL) BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021.

15.BIMTEK MANAJEMEN SISTEM GOOD GOVERNMENT DENGAN PELAYANAN PUBLIK
PRIMA SESUAI SOP, SPP & SPM.

16.BIMTEK PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

17.BIMTEK PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN.

18.BIMTEK PERCEPATAN IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KKPD DAN PENINGKATAN
PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)

19.BIMTEK PENINGKATAN STANDART KUALITAS DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK.
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20.BIMTEK MEWUJUDKAN SISTEM GOOD GOVERNANCE DENGAN PELAYANAN PUBLIK
YANG PRIMA.

21.BIMTEK PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGARAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI
APARATUR KECAMATAN DAN KELURAHAN.

22.BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 100 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM.

23.BIMTEK ACUAN PENILAIAN KUALITAS PELAYANAN SERTA PERENCANAAN DAN
EVALUASI KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH.

24.BIMTEK KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2019 LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN PP NO. 13 TAHUN 2019.

25.BIMTEK PENERAPAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) BERDASARKAN PP NOMOR 38
TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING
DAERAH.

26.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD SESUAI PERMENDAGRI
NOMOR 32 TAHUN 2017.

27.BIMTEK PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN OPD.

28.BIMTEK PP NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG KERJASAMA DAERAH.

29.RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017.

30.BIMTEK SOSIALISAS| PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

31.BIMTEK PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA
PEMERINTAHAN DAERAH.

32.BIMTEK LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020.

33.BIMTEK TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA-PD

34.BIMTEK ANALISIS STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

35.BIMTEK APLIKASI SAKTI BAGI USER, PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SAKTI.

36.BIMTEK TATA CARA PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS SISTEM AT COST.

37.BIMTEK PERENCANAAN PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN
DINAS.
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38.BIMTEK PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ( SOP-AP)

39.BIMTEK PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI BAGI PEMERINTAH DAERAH.

40.BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH.

41.BIMTEK PENYUSUNAN INPUT DOKUMEN RKPD BERDASARKAN APLIKASI SIPD.

42.BIMTEK PENATAUSAHAAN SIPD — Rl DAN PENYUSUNAN SSH.

43.BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) BERDASARKAN
(PERMENDAGRI) NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHANAN DAERAH.

44.BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG
KECAMATAN.

45.BIMTEK MANAJEMEN PLAYANAN PUBLIK.

46.BIMTEK KONSEP DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BERDASARKAN PP
NOMOR 2 TAHUN 2018 DAN PENGINTEGRASIANYA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN.

47.BIMTEK PELAYANAN PRIMA BAGI APARATUR KECAMATAN.

48.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD).

49.BIMTEK PELAKSANAAN PP NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.

50.BIMTEK SINERGITAS SASARAN PEMERINTAH PUSAT PADA PROGRAM RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH.

51.BIMTEK PROSEDUR AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN ORGANISASI
PEMERINTAH DAERAH.

52.BIMTEK TRANSPARANSI PENYESUAIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN MONITORING
PENERBITAN SURAT TUGAS INDIKATOR KINERJA TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARA.

53.BIMTEK EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN/ DESA DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

54.BIMTEK PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

55.BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PASCA TERBITNYA
PERMENDAGRI NOMOR 99 TAHUN 2019.

56.BIMTEK PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP) DI LINGKUNGAN
BIROKRASI PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA, KEMENTRIAN DAN PEMERINTAH
DAERAH.
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57.BIMTEK E-DOCUMENT UNTUK MENUNJANG KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH.

58.BIMTEK PENINGKATAN STANDAR DAN KINERJA MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.

59.BIMTEK TATA CARA MENGHITUNG BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA BERDASARKAN PP NO.70 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PP NO 66 TAHUN 2017.

60.BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

61.BIMTEK PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
PEMERINTAH DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2017.

62.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENJA SKPD DAN RKPD.

63.BIMTEK PEMBERIAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

64.BIMTEK PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH.

65.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PERAN CAMAT / PERAN DISTRIK.

66.BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH CAMAT SELAKU
PEMBUAT AKTE TANAH ( PPAT ) DALAM PERTANAHAN.

67.BIMTEK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEBAGAI PEDOMAN PENGELOLAAN
KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018.

68.BIMTEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN DAN KELURAHAN
UNTUK MENINGKATKAN KINERJA.

69.BIMTEK PRESETATION SKILL BAGI INSTANSI PEMERINTAH,BUMN,BUMD & SWASTA.

70.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT).

71.BIMTEK SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI KELURAHAN.
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+ TEMA BIDANG BIMTEK PERPAJAKAN 2025

1. BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSFER PRICING DAN ASPEK ASPEK PERPAJAKANNYA
CONCEPT AND OVERVIEW

2. BIMTEK PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-
P2) BERDASARKAN PMK NO. 85 TAHUN 2024

3. BIMTEK IMPLEMENTASI DAN ARAH KEBIJAKAN PENERAPAN PP NOMOR 35 TAHUN
2023 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

4. BIMTEK PP. NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH.

5. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN
ASISTEN PENILAI PAJAK

6. BIMTEK PENYEDERHANAAN SISTEM PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI UU
NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH

7. BIMTEK PENGELOLAAN POTENSI PAJAK & RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) & TEKNIS PENYUSUNAN MODEL PELAYANAN PUBLIK
BERKUALITAS & MODEL PELAYANAN PUBLIK BAGI PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG
PENDAPATAN DAERAH.

8. BIMTEK TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN PENGISIAN E-SPT BAGI INSTANSI
PEMERINTAH.

9. BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MEKANISME
PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK
ATAS BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (BERDASARKAN PP NO. 12 TH. 2019, UU 28/2009 DAN PMK NO.
85/PMK.03/2019).

10. BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD.

11.BIMTEK PPH PASAL 21 TERBARU PASCA KELUARNYA UU HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN

12.BIMTEK MEKANISME PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH SOPD ATAS
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA SERTA BELANJA APBD PASCA BERLAKUNYA PP
NOMOR 23 TAHUN 2018, PMK-99/PMK.03/2018 DAN PMK NOMOR PMK-
9/PMK.03/2018 SERTA PRAKTIK PENGISIAN LAPORAN PAJAK (E-SPT) BERDASARKAN
APLIKASI TERBARU DAN PERATURAN PERPAJAKAN.

13.BIMTEK E-PNBP (APLIKASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SECARA ELEKTRONIK)

14.BIMTEK PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
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15.BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA , PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA
KEWAIJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH.

16.BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SERTA KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB).

17.BIMTEK KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

18.BIMTEK TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA,
SERTA TATA CARA PEMENUHAN HAK DAN KEWAIJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA
DAN PPTK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA MILIK DAERAH.

19.BIMTEK ADMINISTRASI PERPAJAKAN INSTANSI PEMERINTAH.

20.BIMTEK PENGELOLAAN RETRIBUSI PAJAK DAERAH UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH.

21.BIMTEK PAJAK BERBASIS ELEKTRONIK E — BILLING.

22.BIMTEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI JURUSITA PAJAK.

23.BIMTEK SISTEM PROSEDUR PEMUNGUTAN & PENGGALIAN POTENSI PAJAK &
RETRIBUSI DAERAH SERTA PAJAK LAINNYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH, PENGELOLAAN & PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH, PBB,
BPHTB DAN P2P.

24.BIMTEK KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
BERDASARKAN PP NOMOR 55/2016 SERTA PERMENDAGRI NOMOR 105/2016
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

25.BIMTEK SOSIALISASI PMK NO. 39/PMK.03/2016 PERUBAHAN KELIMA ATAS PMK NO.
16/PMK.03/2013 TENTANG RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA
PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

26.BIMTEK ANALISA BIAYA UMUM TAHUN 2015 SERTA MEKANISME PEMOTONGAN,
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA
PENGELUARAN SKPD / KUASA BUD.

27.BIMTEK PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN
PAJAK.

28.BIMTEK PERSIAPAN MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK

29.BIMTEK PERENCANAAN PERPAJAKAN PPH PSL 21, PPH PSL 26, PPH FINAL DAN PPN
UNTUK BPR

30.BIMTEK CARA MUDAH MEMBUAT LAPORAN TP DOC SESUAI PMK 213/2016 DAN OECD
TP GUIDELINES 2017

31.BIMTEK ASPEK BISNIS, LEGAL, AKUNTANSI DAN PAJAK TRANSAKSI E-COMMERCE




+ TEMA BIDANG BIMTEK PERPAJAKAN 2025

32.BIMTEK MANAJEMEN PERPAJAKAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH & PERUSAHAAN.

33.BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB DAN BPHTB BERDASARKAN UNDANG — UNDANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD).

34.BIMTEK KONTRIBUSI PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH ( PAD ) DAN PENGALIHAN PBB-P2 & BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH.

35.BIMTEK MEKANISME PENDATAAN PENILAIAN PBB PERKOTAAN DAN PEDESAAN
BESERTA OBJEK & SUBJEK PBB — P2 SERTA KEDUDUKAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).

36.BIMTEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP).

37.BIMTEK NJOP, BPHTB, AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA DALAM PENGURUSAN
BPHTB, HIBAH WARIS UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).

38.BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS BENDAHARAWAN TERKAIT PENGELOLAAN DAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH, TATACARA PERJALANAN DINAS, PERPAJAKAN,
SERTA ANTISIPASI AUDIT BPK-RI.

39.BIMTEK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN,
PANITIA/PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK).

MATERI TATA NASKAH DINAS & KEARSIPAN 2025
+ TEMA BIDANG BIMTEK TATA NASKAH DINAS & KEARSIPAN 2025

. BIMTEK APLIKASI SRIKANDI V.2.1 ( E-ARSIP TERINTEGRASI )

. BIMTEK TNDE — (APLIKASI TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK)

1
2
3. BIMTEK E-ARSIP (APLIKASI KEARSIPAN SECARA ELEKTRONIK)
4

. BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (PAE) DI LINGKUNGAN
SKPD
5. BIMTEK TATA CARA KOMUNIKASI SECARA EFEKTIF DALAM PELAYANAN PRIMA SERTA
ADMINISTRASI PERSURATAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT

6. BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK DIGITAL

7. BIMTEK PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI TATA NASKAH DINAS PADA PEMERINTAH
DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

8. BIMTEK PENYUSUNAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 10 TAHUN 2021.

9. APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS (SIKD).



https://rifil.co.id/2024/07/05/aplikasi-tnde-aplikasi-tata-naskah-dinas-elektronik/
https://rifil.co.id/2024/07/05/aplikasi-e-arsip-aplikasi-kearsipan-secara-elektronik/

+ TEMA BIDANG BIMTEK TATA NASKAH DINAS & KEARSIPAN 2025

10.BIMTEK PENINGKATAN PERAN PUSTAKAWAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

11. BIMTEK FRAUD AUDITING & PENGAWASAN KEARSIPAN.

12.BIMTEK INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM PENGELOLAAN ARASIP DINAMIS.

13.BIMTEK MANAJEMEN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN BERBASIS SIiMS.

14. BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN PERPUSTAKAAN.

15.BIMTEK MEMBANGUN PERPUSTAKAAN DIGITAL (DIGITALISASI KOLEKSI
PERPUSTAKAAN).

16.BIMTEK SISTEM OTOMASI PERPUSTAKAAN DAERAH BERBASIS APLIKASI.

17.BIMTEK MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN
PERPUSTAKAAN SEBAGAI PUSAT INFORMASI.

18.BIMTEK MANAJEMEN ARSIP DAN PERSURATAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
IMPLEMENTASINYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH.

19.BIMTEK TATACARA PENGELOLAAN KEARSIPAN YANG PRAKTIS DAN EFISIEN SERTA
PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL.

20.BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP DIGITAL DAN
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH.

21.BIMTEK TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN APARATUR PEMDA, SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA.

22.BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP DAERAH, TATA NASKAH DINAS DAN
SISTEM AKUNTABILITAS KERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BERDASARKAN PERPRES
NOMOR 29 TAHUN 2014

23.BIMTEK TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI INPASSING BERDASARKAN PERKA ANRI NOMOR 06
TAHUN 2017 DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP YANG DINAMIS DAN STATIS.

24.BIMTEK TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI NO. 135/2017 PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 78/2012 SERTA
PP NO. 28/2012 TENTANG PELAKSANAAN UU NO. 43/2009 TENTANG KEARSIPAN).

25.BIMTEK TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 80 TAHUN 2012.

26.BIMTEK MANAJEMEN PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP VITAL KHUSUS PEMERINTAH DAERAH.

27.BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK
MENUNJANG KINERJA SKPD.




+ TEMA BIDANG BIMTEK TATA NASKAH DINAS & KEARSIPAN 2025

28.BIMTEK PENYUSUTAN ARSIP DAN PENYUSUNAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA).

29.BIMTEK PENERAPAN INDIKATOR KINERJA PERPUSTAKAN DALAM PELAYANAN DAN
DOKUMENTASI INFORMASI.

30.BIMTEK PENGELOLAAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN BERBASIS MULTIMEDIA YANG
INTERAKTIF DAN RAMAH TEKNOLOGI.

31.BIMTEK KOMPUTERISASI PENYUSUTAN — PENYIMPANAN ARSIP BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI

32.BIMTEK KEARSIPAN RUMAH SAKIT DAN PEMUSNAHAN ARSIP KEUANGAN RUMAH
SAKIT.

33.BIMTEK KORESPONDENSI TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

34.BIMTEK MANAJEMEN KEARSIPAN DAN PENGELOLAAN PUSAT ARSIP (RECORD
CENTER).

35.BIMTEK MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK (E-FILLING) BAGI INSTANSI PEMERINTAH.

36.BIMTEK KORESPONDENSI TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

37.BIMTEK MANAJEMEN KEARSIPAN DAN DIGITALISASI DATA BERBASIS TIK.

38.BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIPDAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD).

39.BIMTEK PENINGKATAN PERAN PUSTAKAWAN DALAM PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

40.BIMTEK MANAJEMEN ARSIP DAN PERSURATAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
IMPLEMENTASINYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH.

41.BIMTEK TATACARA PENGELOLAAN KEARSIPAN YANG PRAKTIS DAN EFISIEN SERTA
PENETAPAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL.

42.BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP DIGITAL DAN
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH.

43.BIMTEK MANAJEMEN PROMOSI DAN SOSIALISASI PERPUSTAKAAN DAERAH.

44.BIMTEK KORESPONDENSI DAN TATA NASKAH DINAS PEMERINTAH DAERAH.

45.BIMTEK PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH.

46.BIMTEK DIGITALISASI DATA DAN MANAJEMEN KEARSIPAN.

47.BIMTEK E — ARSIP BERBASIS ELEKTRONIK SOFTWARE.

48.BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP AKTIF DAN INAKTIF.

49.BIMTEK PENGELOLAAN ARSIP VITAL.




MATERI PEMERINTAH DESA 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK PEMERINTAH DESA 2025

1. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KECAMATAN DALAM PELAYANAN
PUBLIK DAN PENERAPAN PROGRAM PATEN

2. Bimtek UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA

3. BIMTEK PERMENDES PDTT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS PENGUNAAN
DANA DESA TAHUN 2023

4. BIMTEK BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) BERDASARKAN PP NOMOR 11 TAHUN
2021.

5. BIMTEK KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KEMAJUAN
PEMBANGUNAN DESA.

6. BIMTEK STUDI TIRU PENIGKATAN KAPASITAS DAN PERAN APARATUR PEMERINTAH
DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA DAN UMKM DES

7. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA TERKAIT
PERPAJAKAN DAN KONSEP KETAHANAN PANGAN DESA

8. BIMTEK STUDI TIRU DESA DIGITAL OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN, DIGITALISASI/RESTORASI BUKU C DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

9. BIMTEK DAN STUDI LAPANGAN APLIKASI DIGITAL DESA TERKAIT RESTORASI DAN
DIGITALILASI BUKU C

10. BIMTEK STUDI TIRU BAGI KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/BPD TERKAIT
DIGITALISASI RESTORASI BUKU C DAN APLIKASI DIGITAL DESA.

11.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG
DILENGKAPI DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DAN AUDIT
PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

12.BIMTEK ADMINISTRASI DESA DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA.

13.BIMTEK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUAI PERMENDAGRI NO 73
TAHUN 2020.

14.BIMTEK STRATEGI MEMILIH JENIS USAHA BUMDES DAN STUDI BANDING BUMDES
PERCONTOHAN NASIONAL.

15.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA LAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018.

16.BIMTEK PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA/KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN
KINERJA APARAT DESA/KAMPUNG UNTUK KEMAJUAN PEMBANGUNAN
DESA/KAMPUNG.

17.BIMTEK PENGELOLAAN SAMPAH DESA MANDIRI BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT.




+ TEMA BIDANG BIMTEK PEMERINTAH DESA 2025

18.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA/KAMPUNG (RKP
DESA/KAMPUNG)

19.BIMTEK SISTEM DAN PROSEDUR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DESA/KAMPUNG.

20.BIMTEK PEMBUATAN MONOGRAFI DESA BAGI APARAT KECAMATAN DAN DESA

21.BIMTEK PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/KAMPUNG (APB DESA/KAMPUNG).

22.BIMTEK PENYUSUNAN RPJM DESA/KAMPUNG BERBASIS PARTISIPATIF.

23.BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MENYUSUN RPJMDES DAN APBDES)

24.BIMTEK TATA CARA PEMBUATAN RPJMDESA DAN RKPDESA.

25.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PROFIL DESA.

26.BIMTEK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI KADES DAN TPK.

27.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA YANG
DILENGKAPI DENGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DAN AUDIT
PEMERIKSAAN BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

28.BIMTEK OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL.

29.BIMTEK STRATEGI MEMILIH JENIS USAHA BUMDES DAN STUDI BANDING BUMDES
PERCONTOHAN NASIONAL.

30.BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM RANGKA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL SERTA MENDORONG LAHIRNYA BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDES).

31.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA LAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20
TAHUN 2018.

32.BIMTEK KEBIJAKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

33.BIMTEK TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES DALAM
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA SERTA TATA CARA PENYUSUNAN,
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA (DD)
DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SESUAI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

34.BIMTEK DESA DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA YANG PROFESIONAL DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MADANI
BERKESEJAHTERAAN SOSIAL.




+ TEMA BIDANG BIMTEK PEMERINTAH DESA 2025

35.BIMTEK PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA, PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM
PERANCANAAN TATA RUANG DAERAH.

36.BIMTEK TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA SERTA PENGELOLAAN DANA DESA.

37.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENGGUNAAN SISTEM KEUANGAN DESA BERBASIS APLIKASI ( SISKEUDES ).

38.BIMTEK PEMILIHAN KEPALA DESA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA DAN TATA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

39.BIMTEK ATA CARA KERJASAMA DIBIDANG PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2017 SERTA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 67
TAHUN 2017.

40.BIMTEK PETUNJUK PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM TATA KELOLA KEUANGAN DESA
SERTA PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH DESA DAN ALOKASI DANA DESA (ADD).

41.BIMTEK PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA (ADD), SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA, EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
SERTA PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

42.BIMTEK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH, CAMAT, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SESUAI
PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2020.

43.BIMTEK PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF
MASYARAKAT DESA.

44.BIMTEK PERANAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN PADA KANTOR KECAMATAN DAN
DESA KHUSUSNYA MANAJEMEN DAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA.

45.BIMTEK PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES).

46.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM
DESA).

47.BIMTEK PENINGKATAN KINERJA SERTA TUGAS CAMAT/LURAH/KEPALA DESA &
SEKRETARIS DESA.

48.BIMTEK PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

49.BIMTEK STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DESA (PADES).

50.BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA.
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51.BIMTEK SWAKELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DESA.

52.BIMTEK MANAJEMEN INFORMASI DAN PELAYANAN DESA (APMENDES).

53.BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA.

54.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA.

55.BIMTEK PENGELOLAAAN DESA WISATA

56.BIMTEK PERPAJAKAN DANA DESA.

57.BIMTEK PARALEGAL HUKUM DESA.

+ TEMA BIDANG BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOLER 2025

1. BIMTEK PEDOMAN KEPROTOKOLAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 16 TAHUN 2024

2. BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI HUMAS DAN PROTOKOL, AJUDAN SEKPRI, ASPRI
DIDALAM MEMBANGUN PENCAPAIAN PROFESIONALITAS PELAYANAN PRIMA.

3. BIMTEK PENINGKATAN SDM STAF RUMAH TANGGA BAGIAN PROTOKOLER DAN
BAGIAN SARANA PRASARANA.

4. BIMTEK KEBIJAKAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLERAN SERTA PENINGKATAN
KAPASITAS APARAT DALAM BIDANG UMUM, HUMAS DAN PROTOKOLER DI DAERAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN MUTU PELAYANAN PUBLIK.

5. BIMTEK PENGEMBANGAN PENCAPAIAN PROFESIONALITAS APARATUR PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PENGATURAN KEHUMASAN DAN KPROTOKOLERAN DIDALAM
PELAYANAN TAMU DAERAH.

6. BIMTEK PERAN STRATEGI HUMAS DAN PROTOKOL DALAM MENINGKATKAN CITRA
PEMERINTAH DAERAH SERTA STRATEGI KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DI
PEMERINTAHAN.

7. BIMTEK PUBLIK SPEAKING DAN PRESENTATION SKILL (PRAKTEK DAN IMPLEMENTASI).

8. BIMTEK MANAJEMEN KEPROTOKOLAN DAN MASTER OF CEREMONY (MC) SEBAGAI
WUJUD PENINGKATAN WAWASAN, KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN BAGI
HUMAS, PROTOKOL DAN MASTER OF CEREMONY (MC) DI DAERAH.

9. BIMTEK MC DAN PUBLIC SPEAKING DIDALAM ACARA FORMAL DAN NON FORMAL DAN
OPTIMALISASI MANAJEMEN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN DIDALAM PELAYANAN
TAMU DAERAH.

10. BIMTEK PENYUSUNAN DAN TATA CARA MEKANISME KEPROTOKOLAN, UPACARA
DAN MC DALAM KEHUMASAN PEMERINTAH.




+ TEMA BIDANG BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOLER 2025

11.BIMTEK STRATEGI KEPROTOKOLERAN DAN KEHUMASAN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

12.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI
BIDANG HUMAS DAN KEPROTOKOLAN.

13.BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI HUMAS DAN PROTOKOL DALAM MEMBANGUN CITRA
PROFESIONALITAS DI LINGKUNGAN PEMDA.

14.BIMTEK PEMBUATAN VIDEOGRAPHY DAN PENGGUNAAN DRONE DI LENGKAPI VIDEO
EDITING KEHUMASAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH DAN PERUSAHAAN.

15.BIMTEK MEMBANGUN HUBUNGAN KERJASAMA HUMAS DAN MEDIADALAM
MEMBANGUN INFORMASI PUBLIK.

16.BIMTEK KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN CITRA
PEMERINTAH.

17.BIMTEK PRESETATION SKILL BAGI INSTANSI PEMERINTAH,BUMN,BUMD & SWASTA.

18.BIMTEK KESEKRETARIATAN DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN MODERN.

19.BIMTEK PENULISAN JURNALISTIK KEHUMASAN UNTUK OPD.

20.BIMTEK JURNALISTIK MEDIA CETAK & ONLINE INSTANSI PEMERINTAH DAN
PERUSAHAAN.

21.BIMTEK KOMUNIKASI DAN NEGOSIASI YANG EFEKTIF.

22.BIMTEK ETIKA KOMUNIKASI PADA PELAYANAN BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH.

23.BIMTEK DESAIN GRAFIS,FOTOGRAFI DAN VIDEOGRAPHY UNTUK BIDANG KEHUMASAN.

24.BIMTEK TATACARA KOMUNIKASI SECARA EFEKTIF SERTA PELAYANAN PRIMA.

25.BIMTEK KEHUMASAN DAN PROTOKOLER.

26.BIMTEK MANAJEMEN KEHUMASAN DI INSTANSI PEMERINTAH.

27.BIMTEK PUBLIK SPEAKING DAM TEKNIK KOMUNIKASI EFEKTIF.

28.BIMTEK PPID DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

29.BIMTEK MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK.

30.BIMTEK EFFECTIVE COMMUNICATION SKILL.

31.BIMTEK MEDIA HANDLING.




MATERI GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & ANAK 2025

1. BIMTEK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
SERTA SISTEM DAN MEKANISME PELAKSANAAN STRATEGIS PENGURUSTAMAAN
GENDER.

2. BIMTEK STRATEGI YANG DILAKUKAN SECARA RASIONAL DAN SISTIMATIS UNTUK
MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.

3. BIMTEK PERAN DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN
PAD.

4. BIMTEK URGENSI PENGEMBANGAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN DESA LAYAK
ANAK.

5. BIMTEK PENTINGNYA DAN PERLUNYA PERANAN PEMUDA DAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH.

6. BIMTEK WUJUDKAN KESETARAAN GENDER DENGAN PERKUAT PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI LINTAS SEKTOR.

7. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PETUGAS PENDAMPING PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PEMBANGUNAN DAERAH.

8. BIMTEK PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PPPA NOMOR 4 TAHUN
2018 ANAK SEBAGAI PENGGANTI DARI PERATURAN MENTERI PPPA NOMOR 5 TAHUN
2010.

9. BIMTEK STRATEGI YANG DILAKUKAN SECARA RASIONAL DAN SISTIMATIS UNTUK
MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.

10.BIMTEK PERAN DAN PENTINGNYA KESETARAAN GENDER DI DALAM PEMBANGUNAN
DI DAERAH.

11.BIMTEK STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS GENDER DAN PENYUSUNAN
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

12.BIMTEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG).

13.BIMTEK PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

14.BIMTEK PENEGAKAN ETIKA DAN PROFESIONALISME PEREMPUAN TERHADAP
KEPEMIMPINAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SERTA PEDOMAN UMUM
PENGURUSTAMAAN GENDER DI DAERAH.

15.BIMTEK WUJUDKAN KESETARAAN GENDER DENGAN PERKUAT PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI LINTAS SEKTOR.

16.BIMTEK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
SERTA SISTEM DAN MEKANISME PELAKSANAAN STRATEGIS PENGURUSTAMAAN
GENDER.

17.BIMTEK TENTANG DATA TERPILAH DAN INFORMASI GENDER ANAK DALAM
PEMBANGUNAN.




MATERI PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERENCANAAN 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERENCANAAN 2025

1. BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

2. BIMTEK SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 5 TAHUN 2024

3. BIMTEK INMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUNAN RPD &
RENSTRA TAHUN 2023 & 2026.

4. BIMTEK INMENDAGRI NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DOKUMEN
RPD BAGI DAERAH DENGAN MASA JABATAN KDH BERAKHIR TH 2023 & DAERAH
OTONOMI BARU.

5. BIMTEK SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 DAN MODEL TAHAPAN
EVALUASI CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

6. BIMTEK IMPLEMENTASI PADA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN
DENGAN UKURAN AKIP, LAKIP, PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PADA SEMUA
INSTANSI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN
GOVERNANCE.

7. BIMTEK ASISTENSI PENYUSUNAN RENJA DAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM PERSPEKTIF ANGGARAN BERBASIS KINERJA, DAN SINERGITAS PUSAT —
DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN RPJMD DAN RENSTRA
SKPD.

8. BIMTEK PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
REGIONAL (SHSR).

9. BIMTEK PENYUSUNAN SOP RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN DAN REVIEW
PROGRAM PERENCANAAN.

10. BIMTEK SOSIALISAS| PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH.

11.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA TERPADU DALAM INFRASTRUKTUR KAWASAN
PERKOTAAN.

12.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BAGI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH.

13.BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA — RENJA DAN PENGANGGARAN (RKA) BAG
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH.

14.BIMTEK LANGKAH — LANGKAH STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

15.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) DAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BAGI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH.

16.BIMTEK PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN.




#+ TEMA BIDANG BIMTEK PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERENCANAAN 2025

17.BIMTEK PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.

18.BIMTEK INOVASI BIROKRASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

19.BIMTEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

20.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) BERBASIS KINERJA.

21.BIMTEK METODE PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MELALUI
SINKRONISASI RPJMD DAN RENSTRA OPD.

22.BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI
DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

23.BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2021

24.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD),
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN PENYUSUNAN
RESTRA DAN RENJA SKPD SERTA TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD
BERBASIS KINERJA.

25.BIMTEK REVIU ATAS RPJMD DAN RENSTRA — RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

26.BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD SERTA PERENCANAAN
PELAKSANAAN RKPD RPJMD & RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.86 TAHUN
2017.

27.BIMTEK PENYESUAIAN RENCANA KERJA SKPD TERHADAP PROGRAM KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

28.BIMTEK PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SERTA
PENYUSUNAN LKPJ,LPPD DAN EKPPD.

29.BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

30.BIMTEK PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH,
TATA CARA EVALUASI RAPERDA TENTANG RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH SERTA
PERUBAHAN RPJP DAERAH, RPJM DAERAH DAN RKP DAERAH.

31.BIMTEK REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN
DAERAH TAHUNAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 10 TAHUN 2018.

32.BIMTEK IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD).

33.BIMTEK APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) BERDASARKAN
(PERMENDAGRI) NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHANAN DAERAH.




#+ TEMA BIDANG BIMTEK PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERENCANAAN 2025

34.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH DAN STRATEGI PENCAPAIAN RKPD SESUAI PERMENDAGRI
NOMOR 32 TAHUN 2017.

35.BIMTEK PENERAPAN SIPD E — PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

36.BIMTEK PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
PEMERINTAH DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2017.

37.BIMTEK RENSTRA PERANGKAT DAERAH OPD.

38.BIMTEK LOCAL ECONOMIC RESOURCES DEVELOPMENT.

39.BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PEMBANGUNAN DAERAH.

40.BIMTEK PENYUSUNAN SOP PERENCANAAN DAN REVIEW PROGRAM PERENCANAAN.

41.BIMTEK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E — PLANNING.




MATERI PENANAMAN MODAL 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK PENANAMAN MODAL 2025
1. BIMTEK PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE MELALUI APLIKASI SICANTIK CLOUD

2. BIMTEK ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)

3. BIMTEK ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PUBLIK.

4. BIMTEK IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION BASED RISK APPROACH (OSS-
RBA) DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH.

5. BIMTEK SOSIALISASI PP 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

6. BIMTEK IMPLEMENTASI PENYEDERHANAAN PERATURAN PERIZINAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN INVESTASI PEREKONOMIAN DI DAERAH DAN IMPLEMENTASI ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) BERDASARKAN PP. NO. 24 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBERIAN INSENSTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH.

7. BIMTEK SISTEM OSS PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK.

8. BIMTEK STRATEGI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PENANAMAN MODAL DAERAH.

9. BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL SESUAI DENGAN PERPES NOMOR 10
TAHUN 2021.

10.BIMTEK MANAJEMEN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN/KOTA DALAM BENTUK RENCANA STRATEGIS
DAERAH.

11.BIMTEK PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI
BIDANG PERDAGANGAN PERMENDAG NO.64 TAHUN 2020.

12.BIMTEK OPTIMALISASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM).

13.BIMTEK MANAJEMEN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU (PTSP).

14.BIMTEK SERVICE EXCELLENT BAGI PTSP.

15.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

16.BIMTEK PERENCANAAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN.

17.BIMTEK OPTIMALISASI SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI
SECARA ELEKTRONIK (SPIPISE).

18.BIMTEK PEDOMAN PERENCANAAN, REGULASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN.

19.BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (SOP IMB).




MATERI LINGKUNGAN HIDUP 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP 2025

1. BIMTEK PENGELOLAAN SAMPAH DESA MANDIRI BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT.

2. BIMTEK SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA
PERHITUNGAN RETRIBUSI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENANGANAN
SAMPAH

3. BIMTEK PENGENALAN ISO 17025 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN.

. BIMTEK PENGELOLAAN SAMPAH DAN TEKHNIK PENGOMPOSAN

. BIMTEK PENCEMARAN KUALITAS AIR DAN KUALITAS UDARA

4
5
6. BIMTEK AUDIT LINGKUNGAN.
7

. BIMTEK PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SERTA TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS
KUALITAS AIR DAN UDARA

BIMTEK KEANEKARAGAMAN HAYATI UNTUK PROPER

9. BIMTEK STRATEGI DAN TEKNIK PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS
LINGKUNGAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2018.

10.BIMTEK PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
(JABFUNG) PENYULUH KEHUTANAN BERDASARKAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN NOMOR 4 TAHUN 2022.

11.BIMTEK PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN

12.BIMTEK TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP.

13.BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

14.BIMTEK OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP SESUAI KEPMENPAN NO.47/KEP/M.PAN/8/2002.

15.BIMTEK PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RPJMD.

16.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH PROGRAM 3R BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH SERTA SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PERHITUNGAN RETRIBUSI DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH.

17.BIMTEK PENGELOLAAN SAMPAH PELASTIK, PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
& PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU.

18.BIMTEK PENGERTIAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK.

0




+ TEMA BIDANG BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP 2024

19.BIMTEK PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

20.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP (RPPLH)

21.BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU FAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN SESUAI AMANAT UU NO. 18 TAHUN 2008.

22.BIMTEK OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP SESUAI KEPMENPAN NO.47/KEP/M.PAN/8/2002.

23.BIMTEK METODE PENYUSUNAN UKL — UPL DAN SPPL.

24.BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
BAGI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA.

25.BIMTEK PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LINKUNGAN (AMDAL)

26.BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP (RPPLH).

27.BIMTEK PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH PROGRAM 3R BERBASIS
MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH.

28.BIMTEK PEDOMAN DAN TATA KELOLA PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PEMUKIMAN.

29.BIMTEK LINGKUNGAN HIDUP TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH.

30.BIMTEK PENYUSUNAN DOKUMEN PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN
(SSK)

31.BIMTEK TATA CARA DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP.

32.BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH SECARA TERPADU DAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN.

33.BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL TYPE B DAN C

34.BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL

35.BIMTEK PEMBINAAN PENGELOLAAN SAMPAH SPESIFIK PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KABUPATEN/KOTA




MATERI BLU , BLUD , PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT 2025
+ TEMA BIDANG BIMTEK BLU , BLUD , PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT 2025

BIMTEK APLIKASI SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK).

BIMTEK PP NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

. BIMTEK SISTEM APLIKASI E-BLUD

Bimtek IMPLEMENTASI SISTEM RUJUKAN TERINTEGRASI (SISRUTE)”

5. BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAH SAKITAN.

6. BIMTEK PENYUSUNAN RBA RSUD/BLUD REGULASI TERBARU

7. BIMTEK PELAYANAN MUTU PRIMA BIDANG MEDIS SESUAI STANDAR QMS ISO

9001:2015

BIMTEK PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN TBC DI INDONESIA

9.

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA BISNIS BLUD RSUD PUSKESMAS

10.BIMTEK ASUHAN KEPERAWATAN ELEKTRONIK (E-ASKEP)

11.BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA KAPITASI PADA FKTP

PUSKESMAS

12.BIMTEK SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

13.BIMTEK BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA RUMAH SAKIT

14.BIMTEK PENERAPAN PUSKESMAS MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAN (BLUD)

DAN MEKANINISME AKREDITASI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH.

15.BIMTEK PEMAHAMAN STANDARISASI I1ISO 13485 (SISTEM MANAJEMEN MUTU BAGI

INDUSTRI PERALATAN MEDIS)

16.BIMTEK MENILAI KINERJA, KONDISI KESEHATAN, MENYUSUN TARGET DAN

MENDIAGNOSA PERMASALAHAN KEUANGAN DI RUMAH SAKIT

17.BIMTEK KESIAPAN RUMAH SAKIT MENGHADAPI VEDIKA SERTA ANALISIS DAN

PENCEGAHAN TERJADINYA POTENSI FRAUD DI ERA JKN

18.BIMTEK KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DENGAN SISTEM PENGELOLAN

LIMBAH RUMAH SAKIT BERBASIS TEKNOLOGI

19.BIMTEK PEMAHAMAN STANDARISASI ISO 13485 ( SISTEM MANAJEMEN MUTU BAGI

INDUSTRI PERALATAN MEDIS )

20.BIMTEK SOSIALISASI STANDAR AKREDITASI KLINIK UTAMA DAN KLINIK PRATAMA




+ TEMA BIDANG BIMTEK BLU » BLUD , PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT 2025

21.BIMTEK PENYUSUNAN RBA (RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN) RUMAH SAKIT DALAM
UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS YANG LEBIH BERDAYA GUNA,
BERHASIL GUNA, BERSAING DAN BERTANGGUNG JAWAB

22.BIMTEK TIM PENILAI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018

23.BIMTEK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) UNTUK ASN

24.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN BARANG HABIS PAKAI LOGISTIK SESUAI SAP BERBASIS
TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

25.BIMTEK PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN (PAP) SESUAI STANDAR AKREDITASI
RUMAH SAKIT

26.BIMTEK PENGELOLAAN PROGRAM-PROGRAM KESEHATAN KAB/KOTA

27.BIMTEK MANAJEMEN KEHUMASAN RUMAH SAKIT.

28.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD BERBASIS SAK DAN SAP BERBASIS
TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

29.BIMTEK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN FRONT OFFICE BAGI RSUD, BLUD DAN
PUSKESMAS.

30.BIMTEK PERSIAPAN SURVEI ULANG ( RE AKREDITASI ) PUSKESMAS.

31.BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS UNTUK BLUD DAN
PUSKESMAS BERDASARKAN PP NO 30 TAHUN 2019 DAN PERMENPAN RB NOMOR 8
TAHUN 2021.

32.BIMTEK AUDIT INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD).

33.BIMTEK MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIK (MIRM) SESUAI STANDART
AKREDITASI RUMAH SAKIT.

34.BIMTEK BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA KAPITASI PADA
FKTP/PUSKESMAS DAN MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BLUD
PUSKESMAS/RUMAH SAKIT MELALUI LPSE.

35.BIMTEK TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN
FUNGSIONAL PADA RUMAH SAKIT.

36.BIMTEK SPI BLUD PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN SATUAN PENGENDALI INTERNAL
(SPI) BLUD.

37.BIMTEK OPTIMALISASI & MANAJEMEN KINERJA RUMAH SAKIT MENGGUNAKAN
METODE BSC.

38.BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD TERKAIT PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019.

39.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PPK BLUD PUSKESMAS DENGAN (SAP)
BERBASIS AKRUAL DAN (LRA).




+ TEMA BIDANG BIMTEK BLU » BLUD , PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT 2025

40.BIMTEK PELAYANAN DAN ASUHAN PASIEN (PAP) SESUAI STANDART AKREDITASI
RUMAH SAKIT.

41.BIMTEK PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
(FTKP).

42.BIMTEK MANAJEMEN FILLING, RETENSI DAN PEMUSNAHAN BERKAS REKAM MEDIS.

43.BIMTEK IMPLEMENTASI PPK BLUD DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

44.BIMTEK REKRUITMEN TENAGA KESEHATAN UNTUK RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS.

45.BIMTEK PENGADAAN ALKES DAN OBAT DENGAN CARA PENGADAAN TANPA TENDER.

46.BIMTEK KEARSIPAN RUMAH SAKIT DAN PEMUSNAHAN ARSIP KEUANGAN RUMAH
SAKIT.

47.BIMTEK BEST PRACTICE IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM
ISO 17025:2008: (PRESENTASI DAN STUDI BANDING)

48.BIMTEK PANDUAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN LABORATORIUM KIMIA MENUJU
PENGELOLAAN BAHAN KIMIA DENGAN BIJAK

49.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DANA JKN.

50.BIMTEK LEADERSHIP FOR DOCTOR.

51.BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PUSKESMAS.

52.BIMTEK STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) RUMAH SAKIT.

53.BIMTEK AKREDITASI RUMAH SAKIT STANDAR NASIONAL

54.BIMTEK MANAJEMEN KEHUMASAN RUMAH SAKIT.

55.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PROSES AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN
UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH.

56.BIMTEK MANAJEMEN PUSKESMAS BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 43 TAHUN
2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

57.BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

58.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN, RBA, SPM DAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NO.79 TAHUN 2018.

59.BIMTEK TANTANGAN, TUGAS DAN PERAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD).

60.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT / BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLU).




+ TEMA BIDANG BIMTEK BLU » BLUD , PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT 2024

61.BIMTEK STRATEGI MANAJEMEN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SECTOR KESEHATAN OLEH BLU/BLUD BERDASARKAN PERPRES NOMOR 12 TAHUN
2021.

62.BIMTEK PENGUATAN TATA KELOLA PENYUSUNAN SOP PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

63.BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN
ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA PERSIAPAN BLUD DAN IMPLEMENTASI
PERMENDAGRI 79 TAHUN 2018 TENTANG BLUD.

64.BIMTEK TATACARA PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

65.BIMTEK PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN) DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) SERTA STUDI
BANDING DI PUSKESMAS.

66.BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENCATATAN
PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

67.BIMTEK PENYUSUNAN TARIF DAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2018 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

68.BIMTEK INTERNAL AUDIT UNTUK SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) RUMAH SAKIT.

69.BIMTEK PENYUSUNAN STATUTA RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)

70.BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA RUMAH SAKIT.

71.BIMTEK KOMUNIKASI EFEKTIF BAGI STAF RUMAH SAKIT.

72.BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI BIDANG LAYANAN MEDIS.

73.BIMTEK PENGELOLAAN PROGRAM-PROGRAM KESEHATAN KAB/KOTA.

74.BIMTEK PEMUSNAHAN ARSIP REKAM MEDIK (MEDICAL RECORD).

75.BIMTEK BASIC HYPNOBIRTHING FOR MIDWIVES & PARAMEDICS.

76.BIMTEK PELAYANAN OBSTETRIK NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK) &
OBSTETRI NEONATAL DAN EMERGENSI DASAR (PONED)

77. BIMTEK AMDAL RUMAH SAKIT.

78. BIMTEK BUILDING CORPORATE CULTURE RUMAH SAKIT




+ TEMA BIDANG BIMTEK BLU » BLUD , PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT 2025

79. BIMTEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, K3 RS.

80. BIMTEK AKUNTANSI PERPAJAKAN RUMAH SAKIT.

81. BIMTEK MANPOWER PLANNING DI RUMAH SAKIT.

82. BIMTEK MANAJEMEN PROYEK KESEHATAN

83. BIMTEK BUSINESS PLAN RUMAH SAKIT.

84.BIMTEK SERVICE EXCELLENT BAGI STAF MEDIS DAN NON MEDIS RUMAH SAKIT.

85.BIMTEK SERVICE EXCELLENT BAGI PETUGAS KEAMANAN DI RUMAH SAKIT.

86.BIMTEK QUALITY CONTROL DAN QUALITY ASSURANCE RUMAH SAKIT.

87.BIMTEK SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS).

88.BIMTEK PERHITUNGAN UNIT COST DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

MATERI PENGAWASAN KEUANGAN DAN APARATUR 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK PENGAWASAN KEUANGAN DAN APARATUR 2025

1. BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

2. BIMTEK PROGRAM KERJA AUDIT, TEKNIK AUDIT DAN LAPORAN HASIL AUDIT

3. BIMTEK PENILAIAN MATURITAS SPIP DAN AUDIT INVESTIGASI PERHITUNGAN
KEUANGAN NEGARA.

4. BIMTEK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN NSPK MANAJEMEN PNS BERDASARKAN
PERPRES RI NOMOR 116 TAHUN 2022.

5. BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN
PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017.

6. BIMTEK PENYELENGGARAAN SPIP INTERGRATIF PENILAIAN MATURITAS SPIP DAN
PENINGKATAN KUALITAS LPPD.

7. BIMTEK PENANGANAN KASUS LINGKUP PEMDA

8. BIMTEK PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN
MENGGUNAKAN SIPTL (SISTEM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT).

9. BIMTEK INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH MELALUI TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF.

10.BIMTEK ANALISIS DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAN BPK RI DAN INSPEKTORAT
BERKAITAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM.



http://lpkmi.com/perhitungan-unit-cost-di-era-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/

+ TEMA BIDANG BIMTEK PENGAWASAN KEUANGAN DAN APARATUR 2025

11.BIMTEK STANDAR UMUM, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA, DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
(PDTT).

12.BIMTEK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUAI PERMENDAGRI NO 73
TAHUN 2020.

13.BIMTEK INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS.

14.BIMTEK AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN.

15.BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI.

16.BIMTEK TATA CARA MENGANTISIPASI PEMERIKSAAN OLEH BPK —RI, SERTA SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH.

17.BIMTEK PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP).

18.BIMTEK SOSIALISASI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

19.BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020.

20.BIMTEK TATA CARA PENILAIAN MUTURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP)
PEMERINTAH DAERAH.

21.BIMTEK PROBITY DAN FORENSIK AUDIT BAGI APIP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH.

22.BIMTEK PENYUSUNAN RTP SPIP.

23.BIMTEK FRAUD AUDITING.

24.BIMTEK PENINGKATAN KAPABILITAS APIP (IACM).

25.BIMTEK AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO.




MATERI ENERGI DAN PERTAMBANGAN 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK ENERGI DAN PERTAMBANGAN 2025

1. BIMTEK MANAJEMEN PERTAMBANGAN RAKYAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH 2019.

2. BIMTEK PTK-007 REVISI IV/TERBARU & TKDN SEBAGAI PEDOMAN PENGADAAN
BARANG /JASA DI INDUSTRI HULU MIGAS

3. BIMTEK PROCUREMENT PADA INDUSTRI PERTAMBANGAN, MINYAK & GAS BUMI
BERDASARKAN PTK 007 REV-4 DAN TKDN

. BIMTEK MANAGEMENT IN OIL AND GAS INDUSTRY

. BIMTEK TKDN UNTUK MEMENANGKAN TENDER APBN, APBD DI SEKTOR MIGAS

. BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH (RUED)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
8. BIMTEK TATA CARA MONITORING PERTAMBANGAN DAN PENGAWASAN
PERTAMBANGAN.

9. BIMTEK MEKANISME EVALUASI DOKUMEN AMDAL PERTAMBANGAN.

4
5. BIMTEK GENESA MINERAL DAN BATUBARA
6
7

10.BIMTEK PENGEMBANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERTAMBANGAN 2019.

11.BIMTEK TATACARA PENGAWASAN TEKNIK PERTAMBANGAN.

12.BIMTEK TATA CARA AUDIT PNBP SUB SEKTOR MINERAL DAN BATUBARA.

13.BIMTEK TKDN UNTUK MEMENANGKAN TENDER APBN, APBD DI SEKTOR MIGAS SESUAI
REVISI BARU PTK 007 SKK MIGAS (METODE DAN TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

MATERI SATPOL PP 2024

+ TEMA BIDANG SATPOL PP 2024

1. BIMTEK PENINGKATAN KINERJA SATPOL PP DAN PEMAHAMAN TENTANG STANDAR
OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGGUNAAN SENJATA APl SERTA PEDOMAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAPORAN SATPOL PP.

2. BIMTEK SATPOL PP TENTANG IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSIONAL SATPOL PP DAN ANGKA KEREDITNYA

3. BIMTEK PERMENDAGRI 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

4. BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PEMENUHAN HAK PNS,
PENYEDIA SARANA PRASARANA MINIMAL, PEMBINA TEKNIS OPRASIOANAL DAN
PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.



http://lpkmi.com/pelatihan-ptk-007-revisi-iv-terbaru-tkdn-sebagai-pedoman-pengadaan-barang-jasa-di-industri-hulu-migas/
http://lpkmi.com/pelatihan-ptk-007-revisi-iv-terbaru-tkdn-sebagai-pedoman-pengadaan-barang-jasa-di-industri-hulu-migas/

+ TEMA BIDANG SATPOL PP 2025

5. BIMTEK PERAN SERTA POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN BERKUALITAS.

6. BIMTEK PERAN SERTA POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCIPTAKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG EFFECTIV DAN BERKUALITAS.

7. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA POLISI PAMONG PRAJA DAN
PENEGAKAN PERDA.

8. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATPOL PP DALAM MENCIPTAKAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, STABILITAS POLITIK DAN PENEGAKAN PERDA
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH GUNA MEMBENTUK SATPOL PP YANG
PROFESIONAL.

9. BIMTEK STRATEGI RELOKASI PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA.

10.BIMTEK PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM
PENCEGAHAN & PENANGANAN TEROR DI DAERAH.

11.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SATPOL PP SEBAGAI PENYIDIK PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA.

12.BIMTEK IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP.

13.BIMTEK PENINDAK TINGKAT INTERNAL.

14.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SDM POLISI PAMONG PRAJA DENGAN
PENGENALAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH GUNA MEMBENTUK POLISI PAMONG
PRAJA YANG PROFESIONAL DAN TERLATIH.

15.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM MEMELIHARA KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI DAERAH.

16.BIMTEK TATA CARA PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA.

17.BIMTEK IMPLEMENTASI PP NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAIJA.




MATERI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM GIS 2024

+ TEMA BIDANG BIMTEK GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM GIS 2024

1

BIMTEK MANAJEMEN RESIKO BENCANA MELALUI APLIKASI (ARC GIS).

2. BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTANIAN.

w

BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERIKANAN &
KELAUTAN.

BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PEMETAAN JALAN.

BIMTEK GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) TINGKAT DASAR.

BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTANAHAN.

BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) KEPENDUDUKAN.

O N | ks

BIMTEK PROGRAM GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) PERTAMBANGAN.

MATERI KEBENCANAAN 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK KEBENCANAAN 2025

. BIMTEK PENGUATAN MANAJEMEN PENANGANAN BENCANA DI DAERAH.

. BIMTEK PELATIHAN PRAKTEK PEMETAAN LAHAN & DRONE

BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK).

. BIMTEK PENANGGULANGAN BENCANA DAN REHABILITASI PASCA BENCANA.

1
2
3.
4
5

. BIMTEK PEDOMAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 SERTA TATA CARA
MEREHABILITASI TEMPAT TEMPAT PENTING PASCA BENCANA.

BIMTEK JENIS BENCANA DAN CARA PENAGGULANGAN BENCANA SERTA
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN LOGISTIK DLL.

. BIMTEK TATA CARA PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM.

8. BIMTEK TATA CARA PEMBERIAN HIBAH BANSOS.

9. BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN TENTANG MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN

TERKAIT BENCANA ALAM

10.BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN TENTANG MITIGASI BENCANA ALAM DAN

PENANGANAN PENGUNGSI BENCANA.

11.BIMTEK MANAJEMEN LOGISTIK BENCANA ALAM




MATERI UMKM & PEREKONOMIAN DAERAH 2025
+ TEMA BIDANG BIMTEK UMKM & PEREKONOMIAN DAERAH 2025

1. BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI.

2. BIMTEK PENYUSUNAN KERANGKA EKONOMI MIKRO DAN MAKRO DALAM
PEREKONOMIAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

3. BIMTEK FASILITATOR DAN PELAKU USAHA UMKM PANGAN OLAHAN

4. BIMTEK PERAN UKM DALAM PEREKONOMIAN DAERAH.

5. BIMTEK IMPLEMENTASI UNDANG — UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1991 TENTANG
PERKOPRASIAN DI INDONESIA.

6. BIMTEK MANAJEMEN PENGEMBANGAN POTENSI WISATA KULINER BERBASIS
MASYARAKAT.

7. BIMTEK OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEKRANASDA DALAM PENGEMBANGAN
POTENSI DAN KEMAJUAN INDUSTRI KREATIF DAERAH.

8. BIMTEK IMPLEMENTASI PP NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, USAHA KECIL
DAN USAHA MENENGAH.

9. BIMTEK PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.

10.BIMTEK LANGKAH — LANGKAH STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

11.BIMTEK PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN BELANJA PEMBANGUNAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN.

12.BIMTEK INOVASI BIROKRASI DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

13.BIMTEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

14.BIMTEK PENINGKATAN DAYA SAING ANTAR DAERAH DAN PERAN UKM DALAM
PEREKONOMIAN DAERAH.

15.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA TERPADU UMKM DALAM INFRASTRUKTUR KAWASAN
PERKOTAAN.

16.BIMTEK PERENCANAAN STRATEGIS EKONOMI DAERAH.




MATERI KEPENDUDUKAN 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK KEPENDUDUKAN 2025

1.

BIMTEK MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM
MEWUJUDKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MUDAH, CEPAT
DAN TEPAT.

. BIMTEK TATA CARA REGISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAGI PETUGAS KELURAHAN, KECAMATAN DAN DINAS.

. BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DALAM MENJALANKAN TOPOKSI

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SERTA MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN 13 KEJADIAN PERISTIWA PENTING YANG MENGACU
PADA UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

. BIMTEK KEMAMPUAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS

KEPENDUDUKAN SERTA MENINGKATKAN PROFESIONALISME TENAGA TEKNIS
INFORMASI DATA KEPENDUDUKAN.

BIMTEK KEPENDUDUKAN DALAM SISTEM INFORMASI APLIKASI KEPENDUDUKAN
(SIAK).

. BIMTEK MEKANISME DAN TATA CARA PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL.

BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DALAM MENJALANKAN TOPOKSI
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SERTA MANAJEMEN KEPENDUDUKAN.

. BIMTEK MENINGKATKAN PROFESIONALISME TENAGA TEKNIS INFORMASI DATA

KEPENDUDUKAN.

10.BIMTEK SENSUS KEPENDUDUKAN.

11.BIMTEK KEMAMPUAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS

KEPENDUDUKAN.

12.BIMTEK MENINGKAN PROFESIONALISME TENAGA TEKNIS INFORMASI DATA

KEPENDUDUKAN.




MATERI KELAUTAN & PERIKANAN 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK KELAUTAN & PERIKANAN 2025

1. BIMTEK TEKNOLOGI ADAPTIF DAN PERIKANAN KEPADA PENYULUH PERIKANAN DALAM
RANGKA ADOPSI TEKNOLOGI HASIL TANGKAP.

2. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI BERBASIS ALAT TANGKAP RAMAH
LINGKUNGAN DAN PENGOLAHAN SERTA PENGEMASAN

3. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI BERBASIS ALAT TANGKAP RAMAH
LINGKUNGAN DAN PENGOLAHAN, PENGEMASAN SERTA KUNJUNGAN LAPANGAN

4. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS KOMPETENSI NELAYAN (PENGUATAN
KELEMBAGAAN NELAYAN BERBASIS ALAT TANGKAP RAMAH LINGKUNGAN).

BIMTEK PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN PRODUK HASIL PERIKANAN.

BIMTEK IDENTIFIKASI SPESIES HEWAN LAUT YANG DILINDUNGI.

BIMTEK SOSIALISASI ALAT PENANGKAPAN IKAN RAMAH LINGKUNGAN.

© N W

BIMTEK SOSIALISASI VERIFIKATOR DAN PENGOLAH DATA PERIKANAN.

MATERI PRODUK HUKUM 2024

+ TEMA BIDANG BIMTEK PRODUK HUKUM 2024

1. BIMTEK PROSEDUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI 120 TAHUN 2018 TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

2. BIMTEK NASKAH AKADEMIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH DAERAH (PERDA).

3. BIMTEK PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM BERDASARKAN
PERMENKUMHAM NOMOR 16 TAHUN 2022.

4. BIMTEK PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2014 DAN PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DAERAH.

5. BIMTEK OPTIMALISASI KINERJA DPRD DAN SKPD/OPD MELALUI PEMBUATAN PERDA
(LEGAL DRAFTING) SERTA TEKNIK PEMBENTUKAN PRODUK DAERAH.

6. BIMTEK PENYUSUNAN PERDA EFEKTIF DAN ASPIRATIF.

7. BIMTEK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN/ LEGAL DRAFTING BAGI
BAGIAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD.

8. BIMTEK MANAJEMEN LEGAL DRAFTING DAN SISTEM LEGISLASI DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

9. BIMTEK PROSEDUR DAN TEKNIK LEGAL DRAFTING PERATURAN DAERAH.

10.BIMTEK STRATEGI DAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BAGI SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD).




MATERI BUMN DAN BUMD 2025
+ TEMA BIDANG BIMTEK BUMN DAN BUMD 2025

1. BIMTEK PELATIHAN SISTEM PENERPAN PTK 007 REVISI 03 TAHUN 2015 DAN TKDN.

2. BIMTEK TRANSPARANSI DAN KREDIBILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
BUMN.BIMTEK TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN) SESUAI PERMEN BUMN NO. 8 TAHUN 2019 DAN ISO 20400
TAHUN 2017.

3. BIMTEK PENGADAAN BARANG JASA DI SEKTOR BUMN/BUMD/BLU SESUAI PERPRES
NOMOR 12 TAHUN 2021.

4. BIMTEK KEWAIJIBAN PERPAJAKAN BAGI BUMN DAN BUMD

5. BIMTEK PRESETATION SKILL BAGI INSTANSI PEMERINTAH,BUMN,BUMD & SWASTA

6. BIMTEK OPTIMALISASI PENGELOLAAN BUMN DALAM RANGKA PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH.

7. BIMTEK AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION (AEOI).

8. BIMTEK PERMENDAGRI 37 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
DAN ANGGOTA DIREKSI BUMD.

9. BIMTEK PELATIHAN MEMAHAMI PENCATATAN DAN MEKANISME HAPUS BUKU ASET
TETAP BUMN (PENERAPAN PERMEN BUMN NO.PER-22/MBU/12/2014 DAN PSAK
TERKAIT DAN PEMAHAMAN ASPEK LEGAL DAN MANAJEMEN RISIKO HAPUS BUKU ASET
TETAP).

+ TEMA BIDANG BIMTEK PARIWISATA 2024

1. BIMTEK PENGELOLAAN RETRIBUSI OBJEK WISATA DAERAH DAN PAJAK HOTEL,
RESTORAN, HIBURAN, REKLAME GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD).

2. BIMTEK PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM
KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF.

3. BIMTEK OPTIMALISASI PERAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SADAR WISATA.

4. BIMTEK TATA CARA PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DAN SINERGITAS ANTAR
LEMBAGA/DINAS TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN DAERAH WISATA.

5. BIMTEK SINERGITAS PROMOSI PARIWISATA PASAR ASIA PASIFIK DENGAN PELAKU
INDUSTRI PARIWISATA.

6. BIMTEK TATA CARA PENGEMBANGAN PAKET WISATA BERBASIS BUDAYA.




+ TEMA BIDANG BIMTEK PARIWISATA 2025

7. BIMTEK TATA CARA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA MELALUI EKSISTENSI
SEJARAH DAN BUDAYA LOKAL.

8. BIMTEK TATA CARA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA MELALUI EKSISTENSI
SEJARAH DAN BUDAYA LOKAL.

9. BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN STRATEGI DAN KOMUNIKASI PEMASARAN DAERAH
WISATA.

10.BIMTEK SOSIALISASI KEBIJAKAN PROMOSI PARIWISATA UNTUK PASAR EROPA, TIMUR
TENGAH, AMERIKA DAN AFRIKA.

11.BIMTEK MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN MERANCANG MEDIA
PROMOSI DESTINASI PARIWISATA TAHUN 2016.

12.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA NASIONAL (
RIPPDA) TAHUN 2010 — 2025 (PP. RI NO. 50 TAHUN 2011), SERTA PETUNJUK TEKNIS
OPERASIONAL (PTO) PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYRAKAT (PNPM) MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013.

13.BIMTEK MANAJEMEN PARIWISATA EKONOMI KREATIF DAN TATA CARA MENYUSUN
MEDIA PROMOSI DESTINASI PARIWISATA.

+ TEMA BIDANG BIMTEK PERHUBUNGAN 2025

1. BIMTEK PENYUSUNAN INFORMASI DATA TRANSPORTASI DAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR.

2. Bimtek MANAJEMEN ADMINISTRASI OPRASIONAL TERMINAL

3. BIMTEK PENGELOLAAN PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR SECARA ELEKTRONIK.

4. BIMTEK TATACARA PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE A,
B & C BERDASARKAN PERMENHUB. NO. PM 24 TAHUN 2021.

5. BIMTEK SOSIALISASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DAN PENGENDALIAN LALU
LINTAS SERTA PELAYANAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI.

6. BIMTEK HUBDAT TENTANG KOORDINASI PATWAL (PATROLI PENGAWAL PEMDA)
DENGAN SATLANTAS KEPOLISIAN.

7. BIMTEK SARANA (BIS, MOBIL, SEPEDA MOTOR, SEPEDA) & PRASARANA TERMINAL.

8. BIMTEK KEPELABUHANAN, KEMENHUB TINGKATKAN KAPASITAS SDM DALAM
PENGEMBANGAN PELABUHAN.

9. BIMTEK PENGELOLAAN PARKIR DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENGUIJIAN KIR.




+ TEMA BIDANG BIMTEK PERHUBUNGAN 2025

10.BIMTEK MANAJEMEN OPERASIONAL KEPELABUHANAN DAN KESELAMATAN
PELAYARAN.

11.BIMTEK PENGELOLAAN PENERBANGAN.

12.BIMTEK MANAJEMEN TRANSPOTASI LALU LINTAS.

13.BIMTEK PEMBENTUKAN UPDT PADA DINAS PERHUBUNGAN.

MATERI KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2025

1. BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN BAGI
PARTAI POLITIK

2. BIMTEK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM RANGKA PILKADA.

3. BIMTEK PERAN KESBANGPOL DALAM MEWUJUDKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
BANGSA

4. BIMTEK SOSIALISASI PEMILU SERENTAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 7
TAHUN 2017.

5. BIMTEK MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN HAM BAGI APARATUR
PEMERINTAH.

6. BIMTEK PEGAWAI (SKP) KESBANGPOL.

7. BIMTEK SISTEM DETEKSI DINI, CEGAH DINI DAN SISTEM PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL.

8. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR KESABANGPOL.

9. BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN
APARATUR.

10.BIMTEK ANTISIPASI DAN PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN PUBLIK BAGI APARATUR
PEMERINTAH.

11.BIMTEK PEMANTAPAN KESADARAN BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT DAN APARATUR
PEMERINTAH.

12.BIMTEK KEWASPADAAN DINI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENGHADAPI
POTENSI ANCAMAN.

13.BIMTEK PERMENDAGRI NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.




+ TEMA BIDANG BIMTEK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2025

14.BIMTEK TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN,
PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 36 TAHUN 2018.

MATERI KETAHANAN PANGAN 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK KETAHANAN PANGAN 2025

1. BIMTEK ANALISIS NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) DALAM RANGKA KEMANDIRIAN
PANGAN.

2. BIMTEK BEDAH PERPRES 125 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH

3. BIMTEK PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN LOKAL DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN.

4. BIMTEK SOSIALISASI MANAJEMEN ANALISIS KETAHAN PANGAN DAN GIZI BERBASIS
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN SERTA ANALISIS KETERSEDIAN PANGAN
UTAMA, PPH DAN NBM 2021.

5. BIMTEK PENANGANAN KEAMANAN PANGAN SEGAR.

6. BIMTEK ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN DAERAH.

7. BIMTEK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH.

8. BIMTEK ANALISIS SITUASI KONSUMSI PANGAN MENUJU POLA MAKAN YANG
BERAGAM BERGIZI SEIMBANG DAN AMAN.

9. BIMTEK PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN
PANGAN.

10.BIMTEK ANALISIS SITUASI DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN DAERAH MENUJU
DISTRIBUSI PANGAN YANG EFEKTIF SERTA EFISIEN.

11.BIMTEK PENERAPAN HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) DAN ISO
22000.

12.BIMTEK PENGAWASAN DAN PENANGANAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL
TUMBUHAN (PSAT).

13.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM PENGEMBANGAN B2SA DAN
ANALISIS KONSUMSI PANGAN.

14.BIMTEK PENERAPAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.

15.BIMTEK PENYUSUNAN HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) BAGI
INDUSTRI PANGAN.




+ TEMA BIDANG BIMTEK KETAHANAN PANGAN 2024

16.BIMTEK ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN UTAMA, PPH DAN NBM 2021.

17.BIMTEK MANAJEMEN KETAHANAN PANGAN DAN GIZlI BERBASIS KEMANDIRAN DAN
KETAHANAN PANGAN.

MATERI PEMADAM KEBAKARAN 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK PEMADAM KEBAKARAN 2025

1. BIMTEK DASAR DAN KEDISIPLINAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN.

2. BIMTEK TEORI DASAR PENGENALAN PERALATAN UNIT POMPA DAN UNIT RESCUE
KEBAKARAN.

3. BIMTEK MASTER PLAN MITIGASI BENCANA TERINTEGRASI SEBAGAI BAGIAN
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS LOCAL RESOURCES
EMPOWERMENT.

4. BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAN KEUANGAN PROGRAM PEMULIHAN BENCANA
YANG EFEKTIF EFESIEN DAN AKUNTABLE.

5. BIMTEK PROSEDUR DAN TEKNIS PENGISIAN TABUNG APAR BAGI APARATUR
PEMADAM KEBAKARAN DAERAH YANG BENAR DAN PROFESIONAL.

6. BIMTEK PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DALAM
MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

7. BIMTEK SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 16 TAHUN 2009
TENTANG STANDAR KUALIFIKASI APARATUR PEMADAM KEBAKARAN DI DAERAH.

8. BIMTEK TEORI DASAR KEBAKARAN PENGENALAN PERALATAN UNIT POMPA DAN UNIT
RESCUE.

9. BIMTEK KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN PELATIHAN PEMADAM KEBAKARAN.

10.BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK).

11.BIMTEK PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN KEBAKARAN GEDUNG DAN TATA CARA
PENYELAMATAN KORBAN DI LENGKAPI SIMULASI PEMADAMAN API.

12.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN.

13.BIMTEK TATA CARA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN




+ TEMA BIDANG BIMTEK PERTANAHAN 2025

1. BIMTEK PENYELENGARAAN PENGADAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PP. NOMOR 19 TAHUN 2021.

2. BIMTEK PENGELOLAAN PAJAK PBB P2 SERTA ANALISIS ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN
NILAI INDIKASI RATA — RATA.

3. BIMTEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN PENGADAAN TANAH

4. BIMTEK PENCATATAN DAN OPTIMALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN.

5. BIMTEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN TANAH SERTA
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN.

6. BIMTEK PENANGANAN KONFLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

7. BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UUD NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

8. BIMTEK ANALISIS ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA — RATA.

9. BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH CAMAT SELAKU
PEMBUAT AKTE TANAH ( PPAT ) DALAM PERTANAHAN.

MATERI TATA RUANG KOTA 2025

%+ TEMA BIDANG BIMTEK TATA RUANG KOTA 2025

1. BIMTEK KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG DAN PENYUSUNAN RENCANA TATA
RUANG WILAYAH.

2. BIMTEK PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAGIAN TATA
RUANG SEKRETARIAT DAERAH SERTA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH (
RANPERDA ) TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

3. BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SERTA PENERAPAN PERATURAN PERATURAN PEMERINTAH NO.8 TAHUN 2013
TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG

4. BIMTEK TUJUAN, KEBJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAHKOTA
(PENATAAN KOTA)

5. BIMTEK RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERNTAH NO. 13 TAHUN 2017

6. BIMTEK PERENCANAAN POLA RUANG WILAYAH KOTA, PENERAPAN KAWASAN
STRATEGI KOTA DAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

7. BIMTEK KETENTUAN PENGENDALAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

8. BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA.




+= TEMA BIDANG BIMTEK TATA RUANG KOTA 2025

9. BIMTEK PERATURAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN.

10.BIMTEK PERENCANAAN TATA RUANG KOTA.

MATERI K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) 2025

+ TEMA BIDANG BIMTEK K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) 2025

1. BIMTEK SOSIALISASI PELATIHAN AHLI K3 UMUM

. BIMTEK MEMBANGUN SISTEM K3 PERUSAHAAN

. BIMTEK K3 PERENCANAAN RENOVASI DAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

. BIMTEK METHODA MENYUSUN SISTEM DOKUMEN DAN KEARSIPAN PERUSAHAAN

. BIMTEK PENINGKATAN KOMPETENSI K3 PERKANTORAN

. BIMTEK PENANGGUNG JAWAB K3 RUMAH SAKIT

. BIMTEK PELAYANAN MUTU PRIMA BIDANG MEDIS SESUAI STANDAR QMS ISO
9001:2015

9. BIMTEK PROJECT SAFETY PLAN

2
3
4
5. BIMTEK K3 GEDUNG, MALL DAN HOTEL
6
7
8

10. BIMTEK RENOVASI, RESTORASI, PERAWATAN GEDUNG DAN ASSET.

11. BIMTEK SAFETY OFFICER PERUSAHAAN.

MATERI PERBANKAN & JASA KEUANGAN 2025
+ TEMA BIDANG BIMTEK PERBANKAN & JASA KEUANGAN 2025

. BIMTEK ACCOUNTING FOR BANKS

. BIMTEK ADMINISTRASI KREDIT

. BIMTEK ANALISA LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

. BIMTEK ANALISIS KREDIT SINDIKASI

. BIMTEK ANALISIS PERMASALAHAN HUKUM DALAM DUNIA PERBANKAN

1
2
3
4. BIMTEK ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK KREDIT MIKRO
5
6
7

. BIMTEK ASPEK HUKUM PENAGIHAN DENGAN SUBROGASI DAN CESSIE




+ TEMA BIDANG BIMTEK PERBANKAN & JASA KEUANGAN 2025

8. BIMTEK FUNDAMENTAL GRC (GOVERNANCE RISK & COMPLIANCE) UNTUK
PERBANKAN

9. BIMTEK ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

10. BIMTEK CYBERLAW UNTUK JASA PERBANKAN

11. BIMTEK DIGITAL BANKING DAN PROSES AUDIT BERBASIS RISIKO

12. BIMTEK EFFECTIVE COLLECTION FOR COLLECTOR IN BANKING

13. BIMTEK EFFECTIVE DESK COLLECTION STRATEGY

14. BIMTEK FINTECH COMPETITIVE ADVANTAGE MANAGEMENT

15. BIMTEK ASPEK HUKUM PENANGANAN KREDIT BERMASALAH

16. BIMTEK AUDIT KREDIT BANK

17. BIMTEK BIG DATA PROCESS AND BUSINESS DECISION IN BANKING INDUSTRY

18. BIMTEK BRANDING STRATEGY FOR RETAIL BANKING

19. BIMTEK CREDIT ANALYSIS

20. BIMTEK CREDIT KNOWLEDGE

21. BIMTEK CREDIT MONITORING

22. BIMTEK CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING

23. BIMTEK CSR STRATEGY FOR BANK

24. BIMTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK SYARIAH

25. BIMTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE FOR BANKING

26. BIMTEK HOW BANKS CAN THINK LIKE FINTECH

27. BIMTEK HUKUM KEPAILITAN SEBAGAI STRATEGI PENAGIHAN KREDIT

28. BIMTEK HUKUM PENGIKATAN JAMINAN

29. BIMTEK HUKUM PERKREDITAN

30. BIMTEK HYPNO COLLECTION

31. BIMTEK KNOW YOUR CUSTOMER AND ANTI MONEY LAUNDERING

32. BIMTEK LEGAL AUDIT FOR BANK

33.

BIMTEK LEGAL RISK AWARENESS PERBANKAN




+ TEMA BIDANG BIMTEK PERBANKAN & JASA KEUANGAN 2025

34.

BIMTEK PROJECT FINANCING BANK SYARIAH

35

BIMTEK PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN POTENSI FRAUD KREDIT SAAT
PANDEMI/BENCANA

36.

BIMTEK PRODUK DAN PENYUSUNAN PIPELINE KREDIT UKM

37.

BIMTEK PROFESSIONAL DEBT COLLECTION SKILLS

38.

BIMTEK PENYELAMATAN KREDIT DENGAN RESTRUKTURISASI DI TENGAH
PANDEMI/BENCANA

39.

BIMTEK PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPAILITAN DAN PKPU SERTA IMPLEMENTASI
HUKUMNYA

40.

BIMTEK PERBANKAN SYARIAH (ADVANCED)

41.

BIMTEK PERBANKAN SYARIAH (BASIC)

42.

BIMTEK MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL BANK

43,

BIMTEK MITIGASI RISIKO DAN MANAGEMENT KREDIT YANG EFEKTIF

44.

BIMTEK OPTIMALISASI CESSIE DAN SUBROGASI DALAM PENYELESAIAN KREDIT

45,

BIMTEK PEMANTAUAN NPL DAN PENGENDALIAN PORTOFOLIO KREDIT PADA MASA
PANDEMI/BENCANA

46.

BIMTEK PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KEJAHATAN ATM DALAM INSTITUSI
PERBANKAN

47.

BIMTEK QUALITY ASSURANCE FOR BANKING INDUSTRY

48.

BIMTEK SELLING TECHNIQUES FOR BANKING PRODUCTS

49.

BIMTEK STRATEGI MARKETING PERBANKAN DI ERA DIGITAL

50.

BIMTEK STRATEGI PEMASARAN PERBANKAN

51.

BIMTEK STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT

TANGGAL PELAKSAAN & TEMPAT PELAKSAAN
BIMBINGAN TEKNIS DI BAWAH INI :




TANGGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025
P
- NN JAKARTA, BANDUNG & BOGOR
DOORPRIZEE
o) *¥%% NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
BELANJA
e LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA
FEBRUARI 2025 MARET 2025 APRIL 2025 MEI 2025
Selasa — Rabu Senin — Selasa Jum’at — Sabtu Selasa — Rabu
04 — 05 Februari 2025 | 03 — 04 Maret 2025 04 — 05 April 2025 06 — 07 Mei 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Kamis —Jum’at Rabu — Kamis
12 — 13 Februari 2025 | 13 - 14 Maret 2025 10—11 April 2025 14 — 15 Mei 2025
Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Selasa — Rabu Jum’at — Sabtu
20— 21 Februari 2025 | 18 — 19 Maret 2025 15 — 16 April 2025 23 — 24 Mei 2025
Rabu — Kamis Rabu — Kamis Rabu — Kamis Selasa — Rabu
26 — 27 Februari 2025 | 26 —27 Maret 2025 23 - 24 April 2025 27 — 28 Mei 2025
JUNI 2025 JULI 2025 AGUSTUS 2025 SEPTEMBER 2025
Senin — Selasa Selasa — Rabu Rabu — Kamis Kamis —Jum’at
02 — 03 Juni 2025 08 — 09 Juli 2025 06 — 07 Agustus 2025 | 11 — 12 September 2025
Rabu — Kamis Senin — Selasa Selasa — Rabu Rabu — Kamis
11 -12 Juni 2025 14 — 15 Juli 2025 12 — 13 Agustus 2025 | 17 — 18 September 2025
Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Kamis —Jum’at Selasa — Rabu
19 - 20 Juni 2025 22 —23 Juli 2025 21— 22 Agustus 2025 | 23 — 24 September 2025
Rabu — Kamis Selasa — Rabu Jum’at — Sabtu Senin — Selasa
25 —26Juni 2025 29 —30 Juli 2025 29 — 30 Agustus 2025 | 29 — 30 September 2025
OKTOBER 2025 NOVEMBER 2025 DESEMBER 2025
Senin — Selasa Rabu — Kamis Senin — Selasa
06 — 07 Oktober 2025 05 — 06 November 2025 01 — 02 Desember 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Rabu — Kamis
15 — 16 Oktober 2025 13— 14 November 2025 10— 11 Desember 2025
Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Senin — Selasa
23 — 24 Oktober 2025 18 — 19 November 2025 15 — 16 Desember 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Selasa — Rabu
29 — 30 Oktober 2025 27 — 28 November 2025 23 — 24 Desember 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM

NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ......!111111!




TA/N_GGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025
(N

DOORPRIZEE
MENARIK
SERTA VOUCHER
BELANJA

N

FEBRUARI 2025

MARET 2025

APRIL 2025

YOGYAKARTA, SOLO & SEMARANG
. *** NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA

MEI 2025

Senin — Selasa
03 — 04 Februari 2025

Rabu — Kamis
05 — 06 Maret 2025

Jum’at — Sabtu
11 — 12 April 2025

Selasa — Rabu
06 — 07 Mei 2025

Selasa — Rabu
11 — 12 Februari 2025

Kamis —Jum’at
13 — 14 Maret 2025

Rabu — Kamis
16 — 17 April 2025

Jum’at — Sabtu
16 — 17 Mei 2025

Jum’at — Sabtu
21— 22 Februari 2025

Selasa — Rabu
18 — 19 Maret 2025

Senin — Selasa
21— 22 April 2025

Senin — Selasa
19 — 20 Mei 2025

Rabu — Kamis
26 — 27 Februari 2025

Rabu — Kamis
26 — 27 Maret 2025

Jum’at — Sabtu
25— 26 April 2025

Selasa — Rabu
27 — 28 Mei 2025

JUNI 2025

JULI 2025

AGUSTUS 2025

SEPTEMBER 2025

Rabu — Kamis
04 — 05 Juni 2025

Selasa — Rabu
08 — 09 Juli 2025

Senin — Selasa

04 — 05 Agustus 2025

Kamis —Jum’at

11 -12 September 2025

Selasa — Rabu
10— 11 Juni 2025

Senin — Selasa
14 — 15 Juli 2025

Rabu — Kamis

13 — 14 Agustus 2025

Rabu — Kamis

17 — 18 September 2025

Kamis —Jum’at
19 — 20 Juni 2025

Kamis —Jum’at
24 — 25 Juli 2025

Selasa — Rabu

19 — 20 Agustus 2025

Selasa — Rabu

23 — 24 September 2025

Rabu — Kamis
25 —26 Juni 2025

Rabu — Kamis
30— 31 Juli 2025

Kamis —Jum’at

Senin — Selasa

28 — 29 Agustus 2025 | 29 — 30 September 2025

OKTOBER 2025 NOVEMBER 2025 DESEMBER 2025

Senin — Selasa
01— 02 Desember 2025

Rabu — Kamis
05 — 06 November 2025

Rabu — Kamis
09 — 10 Oktober 2025

Rabu — Kamis
10— 11 Desember 2025

Kamis —Jum’at
13— 14 November 2025

Senin — Selasa
13 — 14 Oktober 2025

Senin — Selasa
15— 16 Desember 2025

Selasa — Rabu
18 — 19 November 2025

Selasa — Rabu
21 - 22 Oktober 2025

Jum’at — Sabtu
26 — 27 Desember 2025

Kamis —Jum’at
27 — 28 November 2025

Kamis —Jum’at
30 — 31 Oktober 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM
NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ...... e




TANGGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025

/——-
DAPATKAN !!!\

DOORPRIZEE
MENARIK

SURABAYA, MALANG & BATU MALANG

e . | *** NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK

‘ BELANJA
A\

FEBRUARI 2025

MARET 2025

APRIL 2025

LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA

MEI 2025

Senin — Selasa
03 — 04 Februari 2025

Rabu — Kamis
05 — 06 Maret 2025

Jum’at — Sabtu
04 — 05 April 2025

Senin — Selasa
05 — 06 Mei 2025

Selasa — Rabu
11 — 12 Februari 2025

Kamis —Jum’at
13 — 14 Maret 2025

Kamis —Jum’at
10—11 April 2025

Rabu — Kamis
14 — 15 Mei 2025

Jum’at — Sabtu
21— 22 Februari 2025

Jum’at — Sabtu
21— 22 Maret 2025

Senin — Selasa
21— 22 April 2025

Senin — Selasa
19 — 20 Mei 2025

Rabu — Kamis
26 — 27 Februari 2025

Selasa — Rabu
25— 26 Maret 2025

Selasa — Rabu
29 — 30 April 2025

Selasa — Rabu
27 — 28 Mei 2025

JUNI 2025

JULI 2025

AGUSTUS 2025

SEPTEMBER 2025

Rabu — Kamis
04 — 05 Juni 2025

Jum’at — Sabtu
11-12 Juli 2025

Senin — Selasa

04 — 05 Agustus 2025

Senin — Selasa

08 — 09 September 2025

Jum’at — Sabtu
13 — 14 Juni 2025

Kamis —Jum’at
17 — 18 Juli 2025

Rabu — Kamis

13 — 14 Agustus 2025

Jum’at — Sabtu

18 — 19 September 2025

Kamis —Jum’at
19 — 20 Juni 2025

Rabu — Kamis
23 — 24 Juli 2025

Selasa — Rabu

29 — 20 Agustus 2025

Kamis —Jum’at

25 — 26 September 2025

Selasa — Rabu
24 — 25 Juni 2025

Senin — Selasa
28 — 29 Juli 2025

Kamis —Jum’at

Senin — Selasa

28 — 29 Agustus 2025 | 29 — 30 September 2025

OKTOBER 2025 NOVEMBER 2025 DESEMBER 2025

Jum’at — Sabtu
07 — 08 November 2025

Rabu — Kamis
08 — 09 Oktober 2025

Kamis —Jum’at
04 — 05 Desember 2025

Rabu — Kamis
10— 11 Desember 2025

Rabu — Kamis
12 — 13 November 2025

Senin — Selasa
13 — 14 Oktober 2025

Senin — Selasa
15— 16 Desember 2025

Kamis —Jum’at
20-21 November 2025

Selasa — Rabu
21 - 22 Oktober 2025

Jum’at — Sabtu
26 — 27 Desember 2025

Rabu — Kamis
26 — 27 November 2025

Kamis —Jum’at
30 — 31 Oktober 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM
NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ...... e




TANGGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025
P
SN BALI, LOMBOK & BATAM
DOORPRIZEE
| wimam, | *%* NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
BELANJA
N e LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA
FEBRUARI 2025 MARET 2025 APRIL 2025 MEI 2025
Selasa — Rabu Senin — Selasa Senin — Selasa Selasa — Rabu
04 — 05 Februari 2025 | 03 — 04 Maret 2025 07 — 08 April 2025 06 — 07 Mei 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Rabu — Kamis Jum’at — Sabtu
12 — 13 Februari 2025 | 13 - 14 Maret 2025 16 — 17 April 2025 16 —17 Mei 2025
Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Selasa — Rabu Selasa — Rabu
20— 21 Februari 2025 | 18 — 19 Maret 2025 22 — 23 April 2025 20—-21 Mei 2025
Selasa — Rabu Rabu — Kamis Senin — Selasa Jum’at — Sabtu
25— 26 Februari 2025 | 26— 27 Maret 2025 28 — 29 April 2025 30 - 31 Mei 2025
JUNI 2025 JULI 2025 AGUSTUS 2025 SEPTEMBER 2025
Senin — Selasa Selasa — Rabu Rabu — Kamis Kamis —Jum’at
02 — 03 Juni 2025 08 — 09 Juli 2025 06 — 07 Agustus 2025 | 11 — 12 September 2025
Kamis —Jum’at Senin — Selasa Selasa — Rabu Selasa — Rabu
12 — 13 Juni 2025 14 — 15 Juli 2025 12 — 13 Agustus 2025 | 16 — 17 September 2025
Jum’at — Sabtu Kamis —Jum’at Kamis —Jum’at Kamis —Jum’at
20—21 Juni 2025 24 — 25 Juli 2025 21— 22 Agustus 2025 | 25 — 26 September 2025
Rabu — Kamis Selasa — Rabu Selasa — Rabu Senin — Selasa
25 —26Juni 2025 29 —30 Juli 2025 26 — 27 Agustus 2025 | 29 — 30 September 2025
OKTOBER 2025 NOVEMBER 2025 DESEMBER 2025
Senin — Selasa Rabu — Kamis Senin — Selasa
06 — 07 Oktober 2025 05 — 06 November 2025 01 — 02 Desember 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Rabu — Kamis
15 — 16 Oktober 2025 13— 14 November 2025 10— 11 Desember 2025
Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Kamis —Jum’at
23 — 24 Oktober 2025 18 — 19 November 2025 18 — 19 Desember 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Senin — Selasa
29 — 30 Oktober 2025 27 — 28 November 2025 22 — 23 Desember 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM

NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ...... e




TANGGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025
i !\ BANJARMASIN, BALIKPAPAN & SAMARINDA

DOORPRIZEE
MENARIK
SERTAVOUCHER

! BELANJA

FEBRUARI 2025

MARET 2025

APRIL 2025

. *** NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA

MEI 2025

Selasa — Rabu
04 — 05 Februari 2025

Senin — Selasa

03 — 04 Maret 2025

Jum’at — Sabtu
04 — 05 April 2025

Selasa — Rabu
06 — 07 Mei 2025

Rabu — Kamis
12 — 13 Februari 2025

Kamis —Jum’at

13 — 14 Maret 2025

Kamis —Jum’at
10— 11 April 2025

Rabu — Kamis
14 — 15 Mei 2025

Kamis —Jum’at
20— 21 Februari 2025

Selasa — Rabu

18 — 19 Maret 2025

Selasa — Rabu
15— 16 April 2025

Jum’at — Sabtu
23 — 24 Mei 2025

Rabu — Kamis
26 — 27 Februari 2025

Rabu — Kamis

26 — 27 Maret 2025

Rabu — Kamis
23 — 24 April 2025

Selasa — Rabu
27 — 28 Mei 2025

JUNI 2025

JULI 2025

AGUSTUS 2025

SEPTEMBER 2025

Senin — Selasa
02 — 03 Juni 2025

Selasa — Rabu
08 — 09 Juli 2025

Rabu — Kamis
06 — 07 Agustus 2025

Kamis —Jum’at
11 - 12 September 2025

Rabu — Kamis
11-12 Juni 2025

Senin — Selasa
14 — 15 Juli 2025

Selasa — Rabu
12 — 13 Agustus 2025

Rabu — Kamis
17 — 18 September 2025

Kamis —Jum’at
19 — 20 Juni 2025

Selasa — Rabu
22 — 23 Juli 2025

Kamis —Jum’at
21— 22 Agustus 2025

Selasa — Rabu
23 — 24 September 2025

Rabu — Kamis
25 —26 Juni 2025

Selasa — Rabu
29 — 30 Juli 2025

Jum’at — Sabtu
29 — 30 Agustus 2025

Senin — Selasa
29 — 30 September 2025

OKTOBER 2025

NOVEMBER 2025

DESEMBER 2025

Senin — Selasa
06 — 07 Oktober 2025

Rabu — Kamis
05 — 06 November 2025

Senin — Selasa

01— 02 Desember 2025

Rabu — Kamis
15 — 16 Oktober 2025

Kamis —Jum’at
13 — 14 November 2025

Rabu — Kamis

10— 11 Desember 2025

Kamis —Jum’at
23 — 24 Oktober 2025

Selasa — Rabu
18 — 19 November 2025

Senin — Selasa

15 — 16 Desember 2025

Rabu — Kamis
29 — 30 Oktober 2025

Kamis —Jum’at
27 — 28 November 2025

Selasa — Rabu

23 — 24 Desember 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM

Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan

NOTE :
Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan




S

DAPATKAN !! '\

DOORPRIZEE

MENARIK
SERTA VOUCHER
BELANJA

FEBRUARI 2025

MARET 2025

APRIL 2025

TANGGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025

LAMPUNG, PALEMBANG, MEDAN & ACEH

.~ *** NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA

MEI 2025

Senin — Selasa
03 — 04 Februari 2025

Rabu — Kamis

05 - 06 Maret 2025

Jum’at — Sabtu
04 — 05 April 2025

Senin — Selasa
05 — 06 Mei 2025

Selasa — Rabu
11 — 12 Februari 2025

Kamis —Jum’at

13 — 14 Maret 2025

Kamis —Jum’at
10— 11 April 2025

Rabu — Kamis
14 — 15 Mei 2025

Jum’at — Sabtu
21— 22 Februari 2025

Jum’at — Sabtu

21 - 22 Maret 2025

Senin — Selasa
21— 22 April 2025

Senin — Selasa
19 — 20 Mei 2025

Rabu — Kamis
26 — 27 Februari 2025

Selasa — Rabu

25— 26 Maret 2025

Selasa — Rabu
29 — 30 April 2025

Selasa — Rabu
27 — 28 Mei 2025

JUNI 2025

JULI 2025

AGUSTUS 2025

SEPTEMBER 2025

Rabu — Kamis
04 — 05 Juni 2025

Jum’at — Sabtu
11-12 Juli 2025

Senin — Selasa

04 — 05 Agustus 2025

Senin — Selasa
08 — 09 September 2025

Jum’at — Sabtu
13 — 14 Juni 2025

Kamis —Jum’at
17 — 18 Juli 2025

Rabu — Kamis

13 — 14 Agustus 2025

Jum’at — Sabtu
18 — 19 September 2025

Kamis —Jum’at
19 — 20 Juni 2025

Rabu — Kamis
23 — 24 Juli 2025

Selasa — Rabu

29 — 20 Agustus 2025

Kamis —Jum’at
25 - 26 September 2025

Selasa — Rabu
24 — 25 Juni 2025

Senin — Selasa
28 — 29 Juli 2025

Kamis —Jum’at

28 — 29 Agustus 2025

Senin — Selasa
29 — 30 September 2025

OKTOBER 2025

NOVEMBER 2025

DESEMBER 2025

Rabu — Kamis
08 — 09 Oktober 2025

Jum’at — Sabtu
07 — 08 November 2025

Kamis —Jum’at
04 — 05 Desember 2025

Senin — Selasa
13 — 14 Oktober 2025

Rabu — Kamis
12 — 13 November 2025

Rabu — Kamis
10 — 11 Desember 2025

Selasa — Rabu
21 — 22 Oktober 2025

Kamis —Jum’at
20 - 21 November 2025

Senin — Selasa
15 — 16 Desember 2025

Kamis —Jum’at
30— 31 Oktober 2025

Rabu — Kamis
26 — 27 November 2025

Jum’at — Sabtu
26 — 27 Desember 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM

NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ...... 1111111




TANGGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025

MAKASSAR, MANADO, KENDARI & PALU

. *** NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA

S

DAPATKAN !! '\

DOORPRIZEE
MENARIK
SERTA VOUCHER

! BELANJA

FEBRUARI 2025

MARET 2025

APRIL 2025

MEI 2025

Selasa — Rabu
04 — 05 Februari 2025

Senin — Selasa

03 — 04 Maret 2025

Senin — Selasa
07 — 08 April 2025

Selasa — Rabu
06 — 07 Mei 2025

Rabu — Kamis
12 — 13 Februari 2025

Kamis —Jum’at

13 — 14 Maret 2025

Rabu — Kamis
16— 17 April 2025

Jum’at — Sabtu
16 — 17 Mei 2025

Kamis —Jum’at
20— 21 Februari 2025

Selasa — Rabu

18 — 19 Maret 2025

Selasa — Rabu
22 — 23 April 2025

Selasa — Rabu
20— 21 Mei 2025

Selasa — Rabu
25 — 26 Februari 2025

Rabu — Kamis

26 — 27 Maret 2025

Senin — Selasa
28 — 29 April 2025

Jum’at — Sabtu
30— 31 Mei 2025

JUNI 2025

JULI 2025

AGUSTUS 2025

SEPTEMBER 2025

Senin — Selasa
02 — 03 Juni 2025

Selasa — Rabu
08 — 09 Juli 2025

Rabu — Kamis
06 — 07 Agustus 2025

Kamis —Jum’at
11 - 12 September 2025

Kamis —Jum’at
12 — 13 Juni 2025

Senin — Selasa
14 — 15 Juli 2025

Selasa — Rabu
12 — 13 Agustus 2025

Selasa — Rabu
16 — 17 September 2025

Jum’at — Sabtu
20—-21 Juni 2025

Kamis —Jum’at
24 — 25 Juli 2025

Kamis —Jum’at
21— 22 Agustus 2025

Kamis —Jum’at
25 - 26 September 2025

Rabu — Kamis
25 —26 Juni 2025

Selasa — Rabu
29 — 30 Juli 2025

Selasa — Rabu
26 — 27 Agustus 2025

Senin — Selasa
29 — 30 September 2025

OKTOBER 2025

NOVEMBER 2025

DESEMBER 2025

Senin — Selasa
06 — 07 Oktober 2025

Rabu — Kamis
05 — 06 November 2025

Senin — Selasa

01— 02 Desember 2025

Rabu — Kamis
15 — 16 Oktober 2025

Kamis —Jum’at
13 — 14 November 2025

Rabu — Kamis

10— 11 Desember 2025

Kamis —Jum’at
23 — 24 Oktober 2025

Selasa — Rabu
18 — 19 November 2025

Kamis —Jum’at

18 — 19 Desember 2025

Rabu — Kamis
29 — 30 Oktober 2025

Kamis —Jum’at
27 — 28 November 2025

Senin — Selasa

22 — 23 Desember 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM

NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ......!111111!




TANGGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025
~emnn\ PEKANBARU, PALANGKARAYA, PONTIANAK & KUPANG

DOORPRIZEE
MENARIK

pomamne ) *%** NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA

BELANJA

FEBRUARI 2025

MARET 2025

APRIL 2025

MEI 2025

Senin — Selasa

03 — 04 Februari 2025

Rabu — Kamis

05 — 06 Maret 2025

Jum’at — Sabtu
04 — 05 April 2025

Senin — Selasa
05— 06 Mei 2025

Selasa — Rabu

11 - 12 Februari 2025

Kamis —Jum’at

13 — 14 Maret 2025

Kamis —Jum’at
10— 11 April 2025

Rabu — Kamis
14 — 15 Mei 2025

Jum’at — Sabtu

21 - 22 Februari 2025

Jum’at — Sabtu

21 - 22 Maret 2025

Senin — Selasa
21— 22 April 2025

Senin — Selasa
19 — 20 Mei 2025

Rabu — Kamis

26 — 27 Februari 2025

Selasa — Rabu

25— 26 Maret 2025

Selasa — Rabu
29 — 30 April 2025

Selasa — Rabu
27 — 28 Mei 2025

JUNI 2025

JULI 2025

AGUSTUS 2025

SEPTEMBER 2025

Rabu — Kamis
04 — 05 Juni 2025

Jum’at — Sabtu
11-12 Juli 2025

Senin — Selasa
04 — 05 Agustus 2025

Senin — Selasa
08 — 09 September 2025

Jum’at — Sabtu
13 — 14 Juni 2025

Kamis —Jum’at
17 — 18 Juli 2025

Rabu — Kamis
13 — 14 Agustus 2025

Jum’at — Sabtu
18 — 19 September 2025

Kamis —Jum’at
19 — 20 Juni 2025

Rabu — Kamis
23 — 24 Juli 2025

Selasa — Rabu
29 — 20 Agustus 2025

Kamis —Jum’at
25— 26 September 2025

Selasa — Rabu
24 — 25 Juni 2025

Senin — Selasa
28 — 29 Juli 2025

Kamis —Jum’at
28 — 29 Agustus 2025

Senin — Selasa
29 — 30 September 2025

OKTOBER 2025

Rabu — Kamis
08 — 09 Oktober 2025
Senin — Selasa
13 — 14 Oktober 2025
Selasa — Rabu
21— 22 Oktober 2025
Kamis —Jum’at
30 — 31 Oktober 2025

NOVEMBER 2025

Jum’at — Sabtu

07 — 08 November 2025

Rabu — Kamis

12 — 13 November 2025
Kamis —Jum’at

20 - 21 November 2025
Rabu — Kamis

26 — 27 November 2025

DESEMBER 2025
Kamis —Jum’at
04 — 05 Desember 2025
Rabu — Kamis
10— 11 Desember 2025
Senin — Selasa
15— 16 Desember 2025
Jum’at — Sabtu
26 — 27 Desember 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM

NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ......!11111!




TA/N_GGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025
/ae\  JAYAPURA, SORONG & MERAUKE
| semmvosenn /| *** NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
S . LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA
FEBRUARI 2025 MARET 2025 APRIL 2025 MEI 2025
Senin — Selasa Rabu — Kamis Jum’at — Sabtu Selasa — Rabu
03 — 04 Februari 2025 | 05 - 06 Maret 2025 11— 12 April 2025 06 — 07 Mei 2025
Selasa — Rabu Kamis —Jum’at Rabu — Kamis Jum’at — Sabtu
11 - 12 Februari 2025 | 13 - 14 Maret 2025 16 — 17 April 2025 16 — 17 Mei 2025
Jum’at — Sabtu Selasa — Rabu Senin — Selasa Senin — Selasa
21— 22 Februari 2025 | 18 — 19 Maret 2025 21— 22 April 2025 19 — 20 Mei 2025
Rabu — Kamis Rabu — Kamis Jum’at — Sabtu Selasa — Rabu
26 — 27 Februari 2025 | 26 — 27 Maret 2025 25 —-26 April 2025 27 — 28 Mei 2025
JUNI 2025 JULI 2025 AGUSTUS 2025 SEPTEMBER 2025
Rabu — Kamis Selasa —Rabu Senin — Selasa Kamis —Jum’at
04 — 05 Juni 2025 08 — 09 Juli 2025 04 — 05 Agustus 2025 | 11 — 12 September 2025
Selasa — Rabu Senin — Selasa Rabu — Kamis Rabu — Kamis
10-11 Juni 2025 14 — 15 Juli 2025 13 — 14 Agustus 2025 | 17 — 18 September 2025
Kamis —Jum’at Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Selasa — Rabu
19 — 20 Juni 2025 24 — 25 Juli 2025 19 — 20 Agustus 2025 | 23 — 24 September 2025
Rabu — Kamis Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Senin — Selasa
25 —26 Juni 2025 30— 31 Juli 2025 28 — 29 Agustus 2025 | 29 — 30 September 2025
OKTOBER 2025 NOVEMBER 2025 DESEMBER 2025
Rabu — Kamis Rabu — Kamis Senin — Selasa
09 — 10 Oktober 2025 05 — 06 November 2025 01 — 02 Desember 2025
Senin — Selasa Kamis —Jum’at Rabu — Kamis
13 — 14 Oktober 2025 13 — 14 November 2025 10 — 11 Desember 2025
Selasa — Rabu Selasa — Rabu Senin — Selasa
21 — 22 Oktober 2025 18 — 19 November 2025 15 — 16 Desember 2025
Kamis —Jum’at Kamis —Jum’at Jum’at — Sabtu
30 — 31 Oktober 2025 27 — 28 November 2025 26 — 27 Desember 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM

NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ...... e




TANGGAL & TEMPAT PELAKSAAN BIMTEK PKMI TAHUN 2025
—
- N\ TIMIKA, NABIRE & MANOKWARI
e o ¥ NOTE : SELURUH TEMA BIDANG BIMTEK
L LEMBAGA BIMTEK BERLEGALITAS RESMI & TERPERCAYA
—
FEBRUARI 2025 MARET 2025 APRIL 2025 MEI 2025
Selasa — Rabu Senin — Selasa Jum’at — Sabtu Selasa — Rabu
04 — 05 Februari 2025 | 03 — 04 Maret 2025 04 — 05 April 2025 06 — 07 Mei 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Kamis —Jum’at Rabu — Kamis
12 — 13 Februari 2025 | 13 - 14 Maret 2025 10— 11 April 2025 14 — 15 Mei 2025
Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Selasa — Rabu Jum’at — Sabtu
20— 21 Februari 2025 | 18 — 19 Maret 2025 15— 16 April 2025 23 —24 Mei 2025
Rabu — Kamis Rabu — Kamis Rabu — Kamis Selasa — Rabu
26 — 27 Februari 2025 | 26 —27 Maret 2025 23 — 24 April 2025 27 — 28 Mei 2025
JUNI 2025 JULI 2025 AGUSTUS 2025 SEPTEMBER 2025
Senin — Selasa Selasa — Rabu Rabu — Kamis Kamis —Jum’at
02 — 03 Juni 2025 08 — 09 Juli 2025 06 — 07 Agustus 2025 | 11 — 12 September 2025
Rabu — Kamis Senin — Selasa Selasa — Rabu Rabu — Kamis
11-12 Juni 2025 14 — 15 Juli 2025 12 — 13 Agustus 2025 | 17 — 18 September 2025
Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Kamis —Jum’at Selasa — Rabu
19 — 20 Juni 2025 22 — 23 Juli 2025 21— 22 Agustus 2025 | 23 — 24 September 2025
Rabu — Kamis Selasa — Rabu Jum’at — Sabtu Senin — Selasa
25 —26 Juni 2025 29 — 30 Juli 2025 29 — 30 Agustus 2025 | 29 — 30 September 2025
OKTOBER 2025 NOVEMBER 2025 DESEMBER 2025
Senin — Selasa Rabu — Kamis Senin — Selasa
06 — 07 Oktober 2025 05 — 06 November 2025 01 — 02 Desember 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Rabu — Kamis
15 — 16 Oktober 2025 13 — 14 November 2025 10 — 11 Desember 2025
Kamis —Jum’at Selasa — Rabu Senin — Selasa
23 — 24 Oktober 2025 18 — 19 November 2025 15 — 16 Desember 2025
Rabu — Kamis Kamis —Jum’at Selasa — Rabu
29 — 30 Oktober 2025 27 — 28 November 2025 23 — 24 Desember 2025

Memberikan Pelayanan Secara Maksimal Dibidang Pendidikan

Dan Pelatihan Terkait Pengembangan SDM
NOTE :

Bisa Request Sendiri Tema Bimtek, Tanggal Dan Tempat Kegiatan
Yang Sesuai Dengan Dinas Bapak/Ibu Butuhkan ...... e




FASILITAS PESERTA & BIAYA KONTRIBUSI
DI BAWAH INI :

=

PUSAT KONSULTASI
INDONESIA

THE SPIRIT WON'T GIVE UP

s+ TATA TERTIB PELAKSANAAN BIMTEK :

® Berperan Aktif Selama Kegiatan Bimtek Berlangsung
£ Mengenakan Pakaian Sopan dan Bersih
£ Mengisi Formulir dan Daftar Hadir Peserta

> TATACARA PEMBAYARA :

L Dibayar di Tempat Kegiatan (Registrasi / Cek In Hotel)
£ Transfer Ke Nomor Rekening Resmi (Pusat Konsultasi Manajemen Indonesia)
% Bank DKI Jakarta Nomor Rekening : 20223251025

s FASILITAS PESERTA :

% Sarapan Pagi, Makan Siang & Makan Malam (Paket Menginap)
£ Makan Siang Dan Coffee Break 2x Selama Acara Berlangsung
() Antar Jemput Bandara Hotel, Hotel Bandara
% Note Book, Ballpoint & Tas Ransel Pelatihan
L Sertifikat Pelatihan & Piagam Pelatihan
2 Modul Materi & Softcopy Materi Pelatihan
4 Kaos Seragam Pelatihan
£ Doorprizee Pelatihan
4 Souvenir Pelatihan




* BIAYA KONTRIBUSI :

#Kontribusi Pendaftaran Per-Peserta Sebesar :
£ Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) / Peserta Menginap 3 Malam (Include Sarapan
Pagi, Makan Siang & Makan Malam Selama Menginap)
1 Kamar Untuk 2 Orang (Twin Sharing)

% Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) /Peserta Tidak Menginap
(Makan Siang Dan Coffee Break 2x Selama Acara Bimtek Berlangsung)

Z Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) /Peserta Menginap 3 Malam (Include
Sarapan Pagi, Makan Siang & Makan Malam Selama Menginap)
1 Kamar Untuk 1 Orang (Single Bed)

“* CONFIRMASI PENDAFTARAN :

+ Keterangan dan Pendaftaran Selengkapnya Harap Menghubungi Sekretariat
Penyelenggara Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Sebelum Tanggal Acara di Mulai, Melalui:

L Telp : 021 2244 2382

£ Handphone : 0822 1103 9652 & 0822 4629 2298
£ WhatsApp : 0822 1103 9652 & 0822 4629 2298
L Email : info.pkmibimtek@gmail.com

¢ LAIN - LAINNYA :

% Peserta Check — In Satu Hari Sebelum Kegiatan Bimtek (Pukul 14.00 s.d 22.00)
& Peserta Check — Out Satu Hari Setelah Kegiatan Bimtek (Pukul 12.00 Siang)
L Menerima Permintaan Kunjungan Studi Banding Bagi Instansi Pemerintah

£ Menerima dan Melayani Permintaan Bimtek Online Via Zoom

+* NOTE....!lI!
1. Peserta Bisa Bisa Tentukan Tempat Kegiatan, Tanggal Kegiatan Dan Juga Materi
Bimtek Yang di Butuhkan.
2. Permintaan Kegiatan Luar Daerah Selain Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta,
Semarang, Solo, Surabaya Dan Malang. Dengan Waktu/Tempat, Materi dan Tanggal
Pelaksanaan Disesuaikan Berdasarkan Permintaan Peserta (Minimal 8 Peserta)



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR IZIN BERUSAHA 0SS
PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN INDONESIA
(PKMI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1408230101333

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha
(NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Persakutuan dan Perkumpulan PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN
INDOMNESIA
2. Alamat Kantor : Jalan ¥2 Nomor 12, Desa/Kelurahan Semper Barat, Kec. Cilincing, Kota
Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 14130
No. Telepon : D858B8T01852
Email : lembaga_kafian.administrasi.publili@bisnismail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN

q.mwmmmmnm § Uihat Lanipien
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

MIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal
Impor (AFI-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial kelenagakerjaan,
serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebul di atas dapal melaksanakan keglalan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan parundang-undangan.

Diterbitkkan di Jakarta, tanggal: 14 Agustus 2023

Muenteri Investasi/
Hepala Badan Koordinasl Penanaman Modal,

Dicetak tanggal: 14 Agustus 2023

Dakuman inf dertikan LEem 055 berassnnn date ded Pelaky Usaha, fersimpsn delam Eaiem OS5, pang menjsd aggung jawet

Paiwla Usaka. Balai
Dy haad pwiinctt il il ke .

Sertifikasi
Diokurrsers i lodad cifandataman secan Mg yang wolah BEE-BEEAL Elektronik
Dita hengkap & capar dis melaid sistem 055 manggunakan hak akses

AN =




SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DI KEMENTERIAN HUKUM & HAM Rl

PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN INDONESIA
(PKMI)

Menimbang :a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DWI SUSWANTI S.H., M.KN., sesuai

Menetapkan

INDONESIA;
MEMUTUSKAN:
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
PUSAT KONSULTAS|I MANAJEMEN INDONESIA

Berkedudukan di JAKARTA UTARA, sesuai salinan Akta Nomor 219 Tanggal 20 Juli

2023 yang dibuat oleh DWI SUSWANTI M.KN., yang berkedudukan di KOTA

CILEGON.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DICETAK PADA TANGGAL 07 Agustus 2023

FENGA YOMAN

|
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ‘
NOMOR AHU-0006516.AH.01.07.TAHUN 2023 !
TENTANG ‘
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN INDONESIA |
.‘
[

salinan Akta Nomor 219 Tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat oleh DWI SUSWANTI
M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KONSULTASI
MANAJEMEN INDONESIA tanggal 02 Agustus 2023 dengan Nomor Pendaftaran
6023080231100056 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum
Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA |
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, !

o

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. e
19690918 199403 1 001 :




SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN INDONESIA
(PKMI)

‘1 o"-u :3‘10-5‘ c l"! ,\
(S \~. \5 Gt 'UW .
"a R ORRETA | 1.. o)
KF’P PRA AMA JAKARTA KOJA
JALAN RAYA PLUMPANG SEMPER NO. 10A RAWABADAK SELATAN KOJA, JAKARTA UTARA 14230
TELEPON 021-43922083,43922084 FAKSIMILE 021-43922085 SITUS www_pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak_go ld, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-11140/KT/KPP.210403/2023

. Besuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
4,:1 ntang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur
. QOenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor
.. "okok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan ini
fg rditerangkan bahwa :

\;,\- . Nama : PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN INDONESIA
k2. Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP)  : 39.937.966.8-045.000
&@‘ NPWP 16 digit : 0399 3796 6804 5000
WPge.  NITKU : 0399379668045000000000

Thh-

-
-

Q
]
»

x’ Kategori : Badan

[4

" e elah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 9 Agustus 2023 dan

emiliki kewajiban perpajakan antara lain:
melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan
sesuai dengan Undang-Undang PPh;
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah
dan Waijib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN
dan PPnBM;
melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam
Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor
Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan
untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan
PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.
Belain kewajiban perpajakan di atas, Waijib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan
) gerundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Utara, 9 Agustus 2023
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Dian Rahmat Kusumah

{..-\a- ]

b’ t okumen Inl dikeluarkan secara elektronlk dan tidak memeriukan tandatangan dan atau cap basah.
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SURAT KETERANGAN TERDAFTAR NPWP
PUSAT KONSULTASI MANAJEMEN INDONESIA
(PKMI)



